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ABSTRAK 

KEWENANGAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENG KET A 
KEPEMILIKAN PT. TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (PT. TPI) 

YANG MEMUAT KLAUSUL ARBITRASE (Studi Kasus Putusan Nomor 
238 PK/Pdt/2014) 

Nam a 
NIM 

: Citra Bakti Pangaribuan 
: 131803010 

Program : Magister Ilmu Hukum 
Pembimbing I : Tan Kamello 
Pembimbing ll : Dedi Harianto 

Adanya klausul arbitrase dalam suatu perjanjian meniadakan hak para 
pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat 
di dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri tidak berwenang 
untuk rnengadili sengketa para pihak: yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. 
Pengadilan Negeri wajib rnenolak dan tidak ak:an campur tangan di dalam suatu 
penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan rnelalui arbitrase. Demikian juga 
mengenai sengketa kepernilikan PT. Televisi Pendidikan Jndonesia dirnana dalam 
perjanjian Investment agreement tercanturn klausul arbitrase. 

Penelitian ini jenisnya penelitian yuridis normatif untuk mengkaji 
penerapan atau norma norma hukurn positif dan penelitian ini juga bersifat 
deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggarnbarkan secara cermat fakta-fakta 
dalam rnenjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) 
surnber data, yaitu Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari Undang-Undang yang 
berkaitan dengan permasalahan, bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku 
literatur, putuan pengadilan, Jurnal, Makalah yang berkaitan dengan permasalahan 
serta Bahan hukum tersier, yaitu kamus, ensiklopedia dan lain-lain. Teknik 
pengurnpulan data pada penelitian ini diperoleh dengan rnenggunakan studi 
pustaka, peraturan perundang-undangan, putusan hakim untuk dikaji guna 
menentukan relevansinya dengan rumusan rnasalah. 

Sengketa kepemilikan PT. (TPI) Televisi Pendidikan Indonesia mempakan 
sengketa dibidang perdagangan yang ada klausula arbitrase yang merupakan 
kewenangan arbitrase bilamana terjadi sengketa. Sengketa kepemilikan PT (TPl) 
Televisi Pendidikan Indonesia seharusnya pengadilan rnengakui kompetensi 
absolut arbitrase sebab Pengadilan tidak berwenang rnengadili sengketa 
kepemilikan PT (TPI) Televisi Pendidikan Indonesia tersebut. Para pihak secara 
tertulis pada perjanjiannya telah mencantumkan arbitrase sebagai forum 
penyelesaian sengketa untuk itu dalam perkara ini sikap pengadilan yang 
menerima penyelesaian sengketa kepemilikan PT. Televisi Pendidikan Indonesia 
(PT. TPI) telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 
Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

Kata Kunci : Kewenangan Pengadilan, Penyelesaian Sengketa, Arbitrase 
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ABSTRACT 

THE AlJTllORITY Of THI': COURTS IN RESOLVING OWNlo:l{SlllP DlSPl'Tfi:S 
WHICH PT. 'fli:LEVISI PENI>IDJKAN lNDONF:SIA CONTAINS THE AJ{BJTRATION 

CLA LISE. (Case Studies of Decision Number 238 PK/Pdt/2014) 

Name 
NIM 
Pm gram 
Adviser I 
Adviser II 

: Citrn Baldi Pangill'ihuan 
: 131803010 
: Magistcr of Law 
: Tan Kamello 
: Dedi Harianto 

the cxistcn<.:c or the arbitration clause in an agreement to hold the rights of the parties to 
submit the settlement or disputes or diffcrcnces or opinion contained in the agreement to the 
Court. District Court was not <:luthorizec.I to adj u<licate disputes which the patties have been 
bound in the arbitration agreement. District Court must reject and will not intervene in the 
dispute resolution in case established through arbitration. Similarly. regarding a di.sputc that has 
bt:cn sel by arbitration. I ,ikcYvisc, a dispute concerning the ownership of Pr. Tclt:visi Pendidikan 
Indonesia where in the investment treaty arbitrntion agreement contni11ed nrbilration clause. 

This research study of its kind lo exnminc the applici:llion of nonnative juridical or norms 
of positive law unJ this research is dcscriplive analytical aims to des<.:ribc accurately the facts -
fads in m1swering the problem of research. This study uses three (3) data sources, namely the 
Law Materials Primer. consisting of laws relating to the cases. secondary law. which consists of 
hooks of literature. Patuan court. joumuls. papers relating lo the problems and tertiary legal 
materials. ie didionarics. encyclopedias and others. Data collection tcdrnit1w::s in Lhis study wen: 
l)btaincd by using lilcraturc. kgislalion, the judge's decision to he assessed lo determine its 
relevance to the l(irmulation of the problem. 

Over ownership of PT. (TPl) T devisi Pendidikan Indonesia is in the field of trade 
disputes that there kalusula arbitration under the authority of arbitration in case of dispute. Over 
ownership of PT (TPl) Tdevisi Pcnc.lidikan Indonesia should acknov\lcdge the ab~olutc 

competence of the arbitrntion court because the comt is not aulhori7.cd to a(~judicate disputes 
ownership of PT (TPT) 1 he Indonesian Education Television. The parties in writing to the treaty 
have included the arbitration as a dispute resolution forum for that in this c<:1se the attitude of' the 
court that received the settlement of' dispulcs O\Nnership of PT. 'l'<.:lcvisi Pendidikan lndoncsicl 
(PT. TPI) has violated the provisions or Law No. 30 of 1999 on arbitration and alternative 
dispute resolution. 

l\.c) \\Ord : J\uthoril) or courts. resolving. dispult'S. arbitration 
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BAB! 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Bclakang 

Perkembangan dunia saal ini t idak dapat d ilcpaskan dari globalisasi yang 

tcngah melanda seluruh dunia. Era globalisasi tersebut mempcngaruhi semua 

bidang kehidupan manusia. Bidang ckonomi merupakan bidang yang paling 

lerkena pengaruh globalisasi, khususnya perdagangan. Pesatnya kemajuan 

perdagangan dunia saat ini, pada satu sisi memberi kan dampak yang positif, 

namun di sisi lain dapat menimbulkan pcrbcdaan pabam, perselisihan pendapat 

maupun pertentangan dan konflik. Hal tersebut dapat tcrjadi karena situasi dimana 

dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan. Mengamati 

kcgiatan bisnis yang yang jumlahnya setiap hari, t idak mungkin dihindari 

te1jadinya sengketa (disputeld{fference) antara pihak yang tcrlibat. Setiap jenis 

sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. 

Makin banyak dan luas kegiatan perdagangan, frekuensi te1:jadinya sengketa 

ma.kin tinggi. lni bcrarti makin banyak sengketa yang haius disclesaikan. 1 

Sengketa dapat te1jadi karena adanya perbedaan kepenlingan masing-

masing para pihak, yaitu bila ada interaksi antara dua orang atau lebih, dimana 

1 Suyud Margono, A DR (A Lternative Dispute Resolul ion) &. A rbitrase, Proses 
peiambagaan dan aspek flukum (Bogor : Ghalia Indonesia), 2002, hal 12. 
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BAB! 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan dunia saat ini tidak dapat dilcpaskan dari globalisasi yang 

tcngah mclanda scluruh dunia. Era globalisasi tersehut mempcngaruhi semua 

bidang kehidupan manusia. Bidang ekonomi merupakan bidang yang paling 

terkena pengaruh globalisasi, khususnya perdagangan. Pesatnya kemajuan 

perdagangan dunia saat ioi, pada satu sisi memberi kan dampak yang positif, 

namun di sisi lain dapat menimbulkan perbcdaan paham, perselisihan pendapat 

maupun pcrtentangan dan konflik. Hal tersebut dapat tcrjad i karena situasi dimana 

dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan. Mengamati 

kegiatan bisnis yang yang jumlahnya setiap hari , t idak mungkin dihindari 

te1jadinya sengkela (disputeld~ff'erence) antara pihak yang tcrlibat. Setiap jenis 

sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. 

Makin banyak dan luas kegiatan pcrdagangan, frckuensi terjadinya sengketa 

makin tinggi. lni bcrarti makin banyak sengkela yang ha.rus disclesaikan. 1 

Sengketa dapat tcrjadi karena adanya perbedaao kepentingan ma.sing-

masing para pihak, yaitu bila ada interaksi antara dua orang atau lehih, dimana 

1 
Suyud Margono, ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase, Proses 

pelamba>;aan dan aspek llukum (Bogor: Ghalia Indonesia), 2002, hal 12 . 
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salah satu p·ihak pcrcaya bahwa kcpentingannya tidak sarna dengan kepentingan 

I 
. 2 

yang am. 

Di dalam suatu hubungan bisrus kernungkinan tc1jadinya sengkcta, 

terutama disebabkan keadaan dimana pihak yc:mg satu mempunyai masalah 

dcngan pihak lainnya dalam hLLbungan tersebut. Komar Kusumaatmadja 

menyebutkan bahwa scngketa terjadi jika salah satu pihak menghendaki pihak lain 

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tctapi pihak lainnya mcno lak bcrl aku 

dcmikian.3 

Pelaku bisnis mengharapkan adanya suatu pcnyelesaian sengketa yang 

tidak akan menggganggu bisnis dan terjaminnya kcrahasiaan. Dua hal yang tidak 

dapat dipenuhi bila melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Olch 

karena itu akan paling efektif kalau dapat diselesaikan dengan putusan yang final 

dan mengikat mdalui alternatif penyclesaian sengketa, bail< melalui bentuk-

bcntuk alternatif pcnyelesaian sengketa tertentu maupun arbitrasc. Dengan 

demikian sengkcta tersebut dapat diputus, atau setidak-tidaknya diklarifikasi 

dengan mcmpersempjt persoalannya melalui mckanisme alterna6f penyclesaian 

4 sengkcta yang tepat. 

Richard Hill, Overview of Dispute Resolution 
<hupfwww.balnetcom/oikumene/arbined3/html.>, diakses pada tanggal I mei 20 11. 

3 Otje Salman, Kontekstualisasi Hukum Adell dalam proses penyelesaian sengketa, dalam 
prospek pelaksanaan Arbitrase di Indonesia. (Citra Aditya Bakti : Bandung), 200 I, hal 3, yang 
merupakan kutipan dari Komar Kantaaunadja. Bcbcrapa hal lentang Arbitrase, makalah pada 
Penataan 1-lukum Ekonomi lntcrnasional, faku ltas Hukum UNPAD, 1989. 

4 Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternat(f" Penyelesaicm Sengketa, (Jakarta : 
Fikahayati Aneska), 2002. hal 11. 
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Perkembangan dunia usaha yang diwamai dengan scmakin kompleksnya 

pcrmasalahan dalam bidang ekonomi dan semakin heterogennya pihak yang 

terlibat dalam Iapangan usaha tersebut, sangat bcrpotensi melahirkan perbedaan 

cara pandang atau perbedaan penafsiran yang tidak dapat diselesaikan sendiri 

diantara para pihak. Hal tersebut menimbulkan suatu kebutuhan sendirj akan 

adanya suatu sistem penyelesaian sengketa yang efektif yang menjamin bahwa 

hak untuk didengar masing-masing pihak terpenuhi. Untuk itu para pihak harus 

semakin cermat dalam memutuskan sebuah pilihan forum penyelesaian sengketa 

dalam suatu klausula dalam kontrak mcrcka untuk mengantisipasi berbagai 

kemungkinan t irnbulnya sengketa yang akan te1:jadi. 

Penyelesaian sengketa mcrupakan salah satu dari rangkaian kegiatan 

transaksi. Penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh pihak yang bersengketa 

akan mcnccgah berkembangnya sengkcta menjadi disintegrasi dalam kehidupan 

masyarakat. 5 

Tidak dipungkiri, suatu sengketa akan dapat merugikan reputasi pclaku 

bisnis dan berpotensi mengurangi kcpcrcayaan klien, nasabah atau konsumen 

perusahaan, ataupun perusahaan itu scndiri. Dengan alasan tcrscbut, para pelaku 

bisnis umumnya lebih menginginkan untuk merahasiakan adanya suatu scngketa 

bisnis. Dari segi kerahasiaan tersebut, penyelesaian sengketa bisnis melalui jalan 

pengadilan dianggap kurang menguntungkan bagi pelaku bisnis. 

5 Peter Mahmud Marzuki, Tanggapan Terhadap Rancangan Undang-Undang 
Penyelesaian Sengketa, seminar sehari tentang Alternatif Penyclcsaian Sengketa, Ke~jasama 
Departemen Kehakiman dengan The Asia Foundation, .Jakarla., September 1999, hal 1-2. 
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Hal-haJ di atas memberikan gambaran dibutuhkannya suatu cara 

pcnyclcsaian scngkcta yang efektif, dipercaya, mampu mencmbus akar 

permasalahan dan menyentuh rasa keadilan dan kemanusiaan pihak yang 

bcrsengketa. Ada.pun cam penyelcsaian sengkcta ini akan mendukung tercapai dan 

tcrpcliharanya masyarakat yang damai dan tertib serta mengurangi tekanan-

tekanan dan kon1:1ik dalam masyarakat. Olch kru:ena itu, perlu diwujudkan suatu 

sistem penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan dengan laju 

pcrkcmbangan perekonomian dan perdagangan di masa mendatang . 

.Berdasarkan alasan-alasan tcrscbut, bekembanglah suatu sistem 

penyclesaian sengketa melalui arbi trase. Arbitrase sebagai salah satu cara 

penyelesaian sengketa yang didasarkan atas kesepakatan para pihak dikalangan 

bisnis lazimnya dijadikan pilihan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin 

timbul.6 

Scbagian orang cenderung lebih memilih pcnyelesaian sengketa di luar 

pengadi1an. Meskipun tiap-tiap masyarakat memiliki cara sendiri-sendiri untuk 

menyelesa:ikan perselisihan tcrscbut, namun demikian dunia usaha yang 

berkembang sccara universal dan global mulai mengenal bentuk-bentuk 

penyelesaian sengketa yang homogtm, menguntungkan, memberikan rasa aman 

dan keadilan bagi para pihak.7 Dalam bahasa modern sekarang disebut win-win 

6 M. Hussyein Umar, "Beberapa rnasalah clalam penerapan ADR di Indonesia", 
Lokakarya menyongsong pembangunan Hukum tahun 2000, yang clise lenggarakan BAPPENAS di 
Universitas Padjajaran, Bandung, 2-3 Desember 1996, hal 7. 

7 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, llukum Arhitrase., (Jakarta : Raja Grafindo 
f>crsada), 2000, ha! 1. 
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solution, inilah sebenamya tt~juan esensial arbitrase, mediasi atau cara-cara lain 

menyelesaikan sengketa di luar proses pcngadilan.8 

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi 

menghasilkan keputusan yang bcrsifat mcnang dan kalah yang belum mampu 

mcrangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, 

penyelesaian yang lambat, membutuhkan biaya yang mahal dan tidak responsit: 

serta juga dapat menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang bersengketa. 

Keterlambatan penanganan terhadap suatu sengketa bisnis dapat mengakibatkan 

perkembangan pembangunan ekonom i yang tidak efisien, produktivitas menurun 

sehingga konsumcn dirugikan. 

Arbitrase mempakan suatu bentuk lain dari ajudikasi, yakni ajudikasi 

privat, karena rnelibatkan litigasi sengketa pribadi yang membedakannya dengan 

litigasi melalui pengadilan. Sifat pribadi dari arbitrase memberikan keuntungan-

keuntungan melebihi ajudikasi melalui 11cngadilan negeri. Arbitrase pada 

dasarnya mcnghindari pengadi lan. Dalam kaitan ini dibandingkan dcngan 

ajudikasi publik, arbitrase lebih memberikan kebebasan pilihan, otonomi, 

kerahasiaan kepada para pihak yang bersengketa.9 

Arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nornor 30 Tahun 

1999 Tcntang Arbitrase dan Alternatif Pcnyelesaian Sengketa. Arbitrase 

merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilm1 yang banyak 

8 Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternat(f Penyelesain Sengketa, (Jakarta: Fikahati 
Aneska), 2002, hal 11. 

9 Gary Goodpaster, Tinjauan terhadap penyelesaian sengketa. seri dasar-dasar Hukum 
Ekonomi 2, Arbitrase di Jndonesia, (Jakaita : Ghalia Indonesia), 1995, ha! 7. 
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diminali para pelaku bisnis dikarenakan adanya kclcbihan yang dimiliki arbitrase, 

yai tu :10 

I. Dijamin kcrahasiaan scngketa para pibak. 
2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibalkan karena hal prosedural dan 

administratif. 
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang memu:ut keyakinrumya mempunyai 

pengetahuan, pengalanrnn serta latar bclakang yang cukup mengenai 
masalah yang disengketakan, jujur dru1 ad iL 

4. Para pihak dapat mcnentuka:n pilihan hukum untuk menyelesaikan 
masalahnya serta proses dan tcmpat penyelenggaraan arbitrase. 

5. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikal para pihak dan dcngan 
melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat 
dilaksanakan. 

Pada umumnya yang dimaksud dengan arbitrase ialah dimana pemeriksaan 

suatu sengketa dilakukan secara judicial, scpc11i yang dikehendaki oleh pihak-

pihak yang bcrscngketa dan pemecahannya akan didasarkan kcpada bukti-bukti 

yang diajukan oleh pihak-pihak tersebut. 11 

Prasyarat yang utama bagi suatu proses arbitrasc ialah kewajiban pada 

para pihak membuat suatu kesepakatan tertulis atau pe~janj i an. arbitrase 

(Arbitration clause atau agreement) dan kcmudian menycpakati 

pcnyelesaiannya. 12 

10 Indonesia (a), undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Scngketa, 
UU No 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No 3872, Pcnjclasan Umum. 

11 Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, ketika Kejahatan Berclaulat, (Jakaita: Peradaban), 
200 I, ha l 10. 

j
2 !bill, hal. 54. 
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Perkembangan arbitrase di lndonesia telah ada se:jak tahun 1977. atas 

prakarsa Kamar Dagang dan lndustri Indonesia (Kaelin) didirikan Badan Arbitrasc 

Nasional Indonesia (BANI), pada tanggaJ 7 desember 1977. 13 

Dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang 

Keten tuan-Kctentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah dengan 

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang pcrubahan atas Undang-Undang 

Nomor 14 TahW1 1970 tentang Kctentuan-Ketentuan pokok Kekuasaan 

Kchakiman, tidak terdapat ketentuan mengcnai arbitrase.14 

Kemudian ditegaskan oleh Pasal 58 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 

tentang kekuasaan kehakiman tersebut bahwa pasal ini menyehutkan bahwa 

penyelesaian perkara di Luar pengadilan melalui arbitrase tctap diperbolehkan, 

tetapi putusan Arbiter hanya mcmpunyai kekuatan eksekutorial setelah 

memperoleh izin atau perintah untuk dicksckusi dari pengadilan. 15 

Erman Rajagukguk menyatakan bal1wa "arbitrase adal.ah institusi hukum 

alternatif bagi penyclesaian sengketa di luar pengadilan".16 

Landasasan hukum arbitrase bertitik tolak dari Pasal 377 Herzien 

lndonesis Reglement (1 TIR) atau Pasal 705 Rechtsreglement Buitengewesten 

(RBG) yang bcrbunyi : 

13 Suyud Margono, Alternative Dispute Resolution, Proses Pelemhagaan dan Proses 
I luku111, (Jakaita : Ghalia lndonesia), 2002, hal 30. 

14 Munir Fuady, Arbitrase iVasional Alternatif' Penyelesaicm Sengketa Hisnis, (Bandung : 
Citra Aditya Bak ti), 2000, hat 106. 

15 Ibid, ha!. 30. 
16 Erman Radjagukguk, Arbitrase Dalam ?utustm Pengadilan, (Jakarta Chandra 

Pratama), 2000, hal 4. 
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"Jika orang Indonesia dan orang timur asing menghendaki perselisihan mcreka 

diputuskan oleh jmu pisah, maka mcrcka wajib menuruti peraturan pengadilan 

pcrkara yang berlaku bagi bangsa eropa". 17 

Sehingga diharapkan putusan yang dikeluarkan akan lcbih ccpat dan 

tentunya dihara:pkan pula putusan ini akan lebih mcmuaskan para p ibak. 18 

Bcrkcnaan dengan masalah pcnyelesaian sengketa, WIPO (World 

lntelectual Property Organization) antara lain mcnawarkan lembaga arbitrase 

sebagai media penyelesaian sengketa. 19 

Dalam dunia intcrnasional, terdapat beberapa sengketa yang 

"kemungkina:n" tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase, yaitu :20 

a. Persoalan status perseoraogan, misalnya masalah kewarganegaraan, 
keabsahan perkawinan dan lain-lain. 

b. Kepailitan, yang berhubungan dengan ketidak mampuan perusahaan 
memenuhi kewajibannya. 

c. Pe1:janjia11 yang bertentangan dengan ketertiban umum, misalnya 
menyangkut pencucian uang korupsi/suap dan lain-lain. 

d. Keabsahru1 hak milik intelektual (paten, merek dan hak cipta), kecuali 
mengenai permohonannya. 

Scngketa yang dapat disc lcsaikan melalui arbitrasc hanya sengketa di 

bidang perdagangan dan mcngenai hak yang menurut hukum dan peratman 

perundang-undangan dikuasai sepenuhnya ol.ch pihak yang bersengketa. 

Sedangkan sengkcta yang tidak dapat di sclesaikan melalui arbitrase sengkcta yang 

17 M. Yahya Harahap, Arbilrase, (Jakarta : Pustaka Kartini), 199 1, ha! 31. 
tR I luala Adolf, Arbitrase komersial lnternasional, (Jakarta: Oratindo), 2002, hal 48. 
19 J\gus Sa1jono, Hak Kekayaan lmelektual dan Pengetahuan Traclisional, (Bandung : 

Alumni), 2006, hal 279. 
20 Gatot Socmartono, Arbitrase elem Mediasi di Indonesia. (Jakarta : Gn1media), 2005, hal 

22. 
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menurut pcraturan pcrundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. 

J\danya suatu pe~janjian arbitrase rneniadakan hak para pihak untuk mcng~jukan 

pcnyelesaian atau beda pendapat yang termuat di dalam perjanjiannya ke 

pengadilan ncgeri . Pcngadilan ncgeri tidak berwenang untuk mcngadili sengketa 

para pihak yang telah terikat dalarn perjanjian arbitrase. Pcngad ilan negeri wajib 

rnonolak dan t idak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa 

yang Lelah ditctapkan melalui arbitrase.21 

Pada k.asus antam PT Berkah Karya Bersama dan Sit i Hardiyanti Rukmana 

Majelis Hakim Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) memutuskan PT 

Bcrkah Ka.rya Bersama adalah pemilik sah PT Televisi Pcndidikan Indonesia 

(TPI). Dalam kasus tersebut PT Derkah Karya Bersama berlawanan dengan pihak 

Sili Ha.rdiyanti Rukmana. 

Dalam putusan yang dibacakan majelis hakim, Siti Ha.rdiyanti Rukmana 

dinilai hakim telah melanggar kcsepakatan dalam melakukan investasi bersama 

PT Berkah Karya Bersama. Dimana BANI memutuskan bahwa Siti Ha.rdiyanti 

Rukmana telah berilikad buruk dan melanggar investment agreement. 

Namun sebelurn perkara ini diperiksa dan diputus oleh Badan Arbitrase 

Nasional Tndoncsia (BANI), Siti flardiyanti Rukmaoa mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.PSl pada intinya adalah PT Bcrkah Karya Bersai11a 

telah bersalah melalukan Pengambilalihan saham PT Televisi Pendidikan 

21 Sophar Maru Hutagalung, l'rakUk peradilan penlata dan Alternatij'penyelesaian 
sengketa, (Jakarta : Sinar gratika), 2014, hal 3 18. 
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f ndonesia (TPI) secara tidak sah dan menggunakan surat kuasa pemcgang sabam 

yang tidak sah untuk digunakan dalam Rapar Umum Pemegang Saham Luar 

Biasa selanjutnya disebut RUPSLB. 

Kemudian PT Berkah Karya Bersama mengajukan banding ke Pengadilan 

Tinggi DKI Jakarta dimana amar putusan Pengadilan Tinggi OKI Jakarta Nomor 

629/PDT/201 l /PT.DKI membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Yang menjadi salah satu alasan dalam pertimbangan M(\jelis Hakim sebelum 

menjatuhkan putusan adalah bahwasannya materi gugatan yang diajukan 

penggugat adalah merupakan sengketa yang masuk klausula arbitrase dan terikat 

dengan perjanjian arbitrase maka Pengadilan Ncgeri Jakarta Pusat harus 

dinyatakan secara absolut tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang 

digugat dalam perkara antara PT. Berkah Karya Bersama dan Siti Hardiyanti 

Rukmana. 

Tidak cukup pada tingkat Pengadilan Banding, Siti Hardiyanti Rukmana 

mengajukan upaya hukum yang lebih tinggi, yaitu upaya hukum Kasasi ke 

Mahkan1ah Agung Republik Indonesia. Putusan Majelis Hakim pada tingkat 

Kasasi Nomor 862/K/Pdt/2013 yaitu membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi 

DKI Jakarta dengan mengadili sendiri dan mengabulkan sebahagian pcrmohonan 

pemohon kasasi dan Menyatakan para termohon kasasi telah melakukan 

perbuatan melawan hukum. Salah satu yang menjadi alasan Majeli s Hakim 

Mahkamah Agung scbelum menjatuhkan putusan adalah bahwasannya sengketa 

yang dapat diselesaikan mclalui. arbitrase adalah hanya sengketa di bidang 

pcrdagangan dan mengenai hak yang menurnt hukum dan peraturan perundang-
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undangan, sedangkan dalam hal ini, gugatan para pemohon kasasi tidak dapat 

dikategorikan sebagai/tidak termasuk sengketa mengcnai hak yang menurut 

hukum dan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang 

hersengketa atas dasar investment agreement. Jadi dalam hal ini penyelesaian 

perkara menjadi kewenangan pengadilan bukan kewenangan arbitrasc. 

Atas Putusan Mahkamah Agung di tingkat Kasasi yang memenangkan Siti 

Hardiyanti Rukmana, Pihak PT Berkah Karya Bersama mengaj ukan upaya hukum 

luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) kc Mahkamah Agung. Yang menjadi 

amar Putusan Majelis Hakim pada tingkat Pcninjauan Kembali Nomor 

238/PK/Pdt/2014 adalah menolak permohonan pemohon peninjauan kembali. 

Alasan Majclis Hakim menolak permohonan pemohon peninjauan kemhali adalah 

bahwa: 

I. Seng~eta dalam perkara antara PT. Berkah Karya Bersama dan Siti 

Hardiyanti Ruk.mana adalah tentang perbuatan mclawan hukum dan 

bukan mcrupakan sengketa mengenai hak herdasarkan investment 

agreement karena terdapat pihak yang tidak terikat dengan investment 

agreement tersebut ikut digugat. 

2. Pe1:janjian investment agreement tet:jadi antara PT. Berkah Karya 

Bersama dan Siti Hardiy<mti Rukmana tidak terikat dengan isi 

perjanjian investment agreement tersebut sehingga pengadilan negeri 

berwenang mengadili para pihak tersebut. 
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Dalam perkara ini para pihak yaitu PT. Bcrkah Karya Bersama dan Siti 

Hardiyanti Rukmana telah menetapkan dalam pe1janjian investasinya (investment 

agreement) tercantum bahwa upaya penyelesaian sengketa sudah ditentukan 

bilamana terjadi sengketa yaitu melalui arbitrase dengan mengikuti ketentuan 

Hadan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), namun pada kenyataannya sengketa 

ini menghabiskan waktu yang cukup lama dalam penyelesaiannya, dimana salah 

satu pihak telah membawa upaya penyelesaian sengketa ini diselesaikan secara 

litigasi (pengadilan) dan pengadilan menerima perkara lersebut untuk diadili. 

Kesimpulan pada pertimbangan Majelis Hakim di tingkat Pengadilan 

Negeri, Kasasi, Peninjauan Kembali adalah bahwa Pengadilan berwenang 

mengadili perkara PT. Berkah Karya Bersama oleh karena sengkcta yang 

diselesaikan tidak sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999 yaitu scngkcta yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya 

scngkcta di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan 

peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, 

selanjutnya menurut ketentuan Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999 menyebutkan bahwa sengketa yang tidak dapat diselesaikan mclalui 

arbitrase adalah sengketa yang mcnurnt peraturan perundang-undangan yang t idak 

dapat diadakan perdamaian. 

Kesimpulan pada pe1t imbangan Majelis Hakim di tingkat banding pada 

Pengadilan Tinggi DKT Jakarta adalah oleh karcna dalam pcrkara ini adalah 

sengketa di bidang perdagangan yaitu tenlang investasi pada PT. Telcvisi 

Pcndidikan Indonesia (TPl) dan pada investment agreement telah menentukan 

- -- - ~~ 
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sengkcta yang timbul mengenai pelaksanaan investment agreement discrahkan 

kepada dan menurut ketenluan peraturan Badan Arbitrasc Nasional Indonesia 

(HAN I). Untuk itu pengadilan tidak berwenang mengadili perkara antara PT 

Berkah Karya Bersama dan Siti Hardiyanti Rukmana, 

Sebagaimana yang tclah diuraikan diatas menjadi menarik untuk diteliti 

oleh karcna adanya perbedaan penafs iran apakah pcngadiJan berwenang untuk 

terlibat dalam hat pcnyelesaian sengkcta kepemilikan PT Tclcvisi Pendidikan 

Indonesia (TPT). 

1.2. Perumusan Masalah 

Yang menjadi Rumusan Masalah Pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kcdudukan lembaga arbitrase dalam hubungannya dcngan 

pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang 

Arbitrasc dan Alternatif Penyelesaian Sengketa? 

2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan pengadilan menerima penyclesaian 

sengk.eta kepemilikan PT. Televisi Pendidikan Indonesia (PT. TPI) yang 

memuat klausul arbitrase ? 

3. Apakah sikap pengadilan yang menerima sengketa kepemilikan PT. Televisi 

Pcndidikan Indonesia (PT. TPT) tclah mclanggar kctcnh1an Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Altcrnatif Penyclcsaian 

Sengketa? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan pcnclitian ini adalah untuk mengetahui : 

l. Kedudukan lembaga arbitrase dalam hubungannya dengan pcngadilan 

menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa Penyelesaian sengketa. 

2. Dasar perlimbangan pengadilan menenma penyelesaian sengketa 

kepemilikan PT. Televisi Pendidikan Indonesia (PT. TPT) yang memual 

klausul arbitrase. 

3. Sikap pengadilan yang menerima sengketa kcpemilihm PT. Televisi 

Pendidikan Indonesia (PT. TPJ) telah melanggar ketentuan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa atau tidak. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya hukum perikatan/hukum perjanjian dan arbitrase 

sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. 

2. Secara praktis 

Diharapkan mengungkapkan kemungkinan permasalahan yang timbul dalam 

hal pclaksanaan putusan arbitrase yang telah mendapatkan penetapan 

eksekusi pengadi Ian negeri yang berkaitan dengan mahkamah agung. 
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1.5. Kerangka Pemikiran 

a. Kerangka Tcori 

Dalam setiap penelitian, maka akan sangat diperlukan landasan teori yang 

akan dipcrgunakan untuk membahas permasalaban penelitian dengan 

mengidentifikasi teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum dan 

norma-norma hukum yang berkaitan dengan permasalalum yang ada. 

"Perkembangan Ilmu Hukum. sclain bergantung pada melodologi, aktifitas 

penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori"22
. Teori berfungsi 

untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spcsifik atau proses tertentu 

lerjadi dan suatu teori harus diuji dcngan menghadapkannya pa.da fakta-fakta yang 

dapat menunjukkan ketidakbenaran.23 Sedangkan kerangka teori merupakan 

landasan dari tcori atau dukungan tcori dalam membangun atau memperkuat 

kebenaran dari permasalahan yang djanali sis. 

Teori adalah merupakan salah suatu prinsip atau ajaran pokok yang dianut 

mengambil suatu tindakan atau memecahkan suatu masaJah. Dimana landasan 

teori yang dimaksud adalah suatu kcrangka pemibran atau butir-butir pendapat, 

teor.i, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan 

bahan perbandingan, pcgangan teorilis, yang mungkin di sctujui ataupun t idak 

disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kcrangka berpikir dalam 

22 
Soe1jono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press), 1986, hal 6. 

n J.J.M . Wuisman, Penelitian llmu-!lmu Sosial, Asas-asas, (Jakarta : Faku ltas Ekonomi 
Universitas lnuonesia), J 996, ha! 203. 
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penulisan.24 Dimana landasan leori merupakan ciri penting bagi penelitian il miah 

untuk mendapatkan data. Teori mcrupakan aJm· penalaran atau 1ogika (flow uf 

reasoning/logic), tcrdiri dari scpcrangkat konsep atau variable, defonisi dan 

proposisi yang disusun sccara sistematis.25 

Teori mernpakan senmgkaian asumsi, konsep, defcn isi dan proposisi untuk 

menerangkan suatu fcnomcna sosiaJ sccara sistematis dengan cara mcrumuskan 

hubungan antar konsep. 26 Teori ini merupakan serangkaian preposisi atau 

kctcrangan yang saling berhubungan dcngan lersusun dalam sistem deduksi yang 

mengemukakan suatu penjelasan atau segala scsuatu g~jala. Seperangkat prcposisi 

yang bcrisi konsep abstrak atau konsep sudah didefcnis ikan dan saling 

berhubungan antara variable sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari 

fonomena yang digambarkan oleh suatu variable lainnya menjelaskan bagaimana 

hubungan an Lara variable tersebut. 27 

194. 

M. Soll y Lubis menyebutkan bahwa :28 

Teori yang dimaksud disini adalah penjelasan mengcnai gcjala yang 
terdapat dalam dunia fisik terscbut tetap merupakan suatu abstraksi 
intelcktual dimana pendekatan secara rasional digabungkan dengan 
pcngalaman empiris, artinya tcori ilmu hukum merupakan suatu penjelasan 
rasional yang bersesuajan dengan objek yang dij elaskannya. Suatu 
penjelasan walau bagaimanapun meyakinkan, tctapi harus didukung oleh 
fakta cmpiris untuk dapat dinyatakan benar. 

24 M. Solly Lubis, Filsafat I/mu dan f>e11elitia11, (Bandung : Mandar Maju), 1994, hal 80. 
25 J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Staristik, (Jakarta: Rineka Cipta), 2003, hal 

26 Burhan Ashofa, Metode f>enelitian Hukum, (Jakarta: Rhineka Cipta), 1996, hal 19. 
27 Maria. S. W. Sumarjono, Pedoman pembuatan usu/an f>enelitian, (Yogyakarta 

Gramcdia), 1989. hal 12. 
iR Ibid, hul 27 . 
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Tcori adalab seperangkat gagasan yang bcrkembang disamping mencoba 

secara maksimal kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan 

kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lcbih urnum. 29 Suatu penelitian 

mcrupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mcmperkuat, membina 

scrta mengembangkan ilmu pengetahuan. Pengetahuan mcrupakan ilmu yang 

lcrsusun secara sistematis dengan penggunaan kckuatan, pemikiran, pengetahuan 

mana scnantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis akan berkembang terus 

atas dasar penelitian-penelitian. 

Suatu kerangka teori mempunyai beberapa kcgunaan bagi suatu penelitian, 

yakni30
: 

a. Teori tcrscbut berguna untuk Jcbih mempertajam atau lebih 
mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya. 

b. Teori sangat berguna didalam mengembangkan sistcm klasifikasi fakta, 
mcmbina struktur konsep-konsep serta mcngembangkan defenisi-defenisi. 

c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah 
dikctahui serta diuji kebenarannya yang mcnya11gkut objek yang diteliti. 

d. Teori mcmberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh 
faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa mendatang. 

c. Tcori memberikan petunjuk-pctunjuk tcrhadap kekurangan-kekurangan 
pada pengetahuan peneliti. 

Fungsi teori dalam penelitian ini merupakan untuk mcmberikan arahan dan 

mcnjelaskan gcjaJa yang terjadi karena penclitian ini merupakan penelitian 

normatif, kerangka teori diarab.kan secara khas ilmu hukum, penelitian ini 

bcrusaha memahami kewenanangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa 

kcpcmilikan PT. Televisi Pendidikan Indonesia (PT. TPI) yang memuat klausul 

i
9 11.R. O~jc Salman dan Anton F. Susanto, Teori llukum, (Bandung : Refika Aditama), 

2005, hnl 21. 
30 Soerjono Soekanto, Op. Cit, hal 121. 
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arbitrase serta mcmahami objek penelitian sebagai kaidah hukrnn atau sebagai isi 

kaidah hukum sebagaimana yang ditentukan dalam yurisprudcnsi dan peratman­

peratman yang berkaitan dengan masalah pembagian harta perkawinan. 

Dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada, kerangka teori yang 

digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori kepastian 

hukum. 

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) unsur pengertian yaitu 

pertama, Adanya aturan yang bersifat un1un1 mengenai sengketa- sengketa yang 

dapat diselesiakan di pengadilan dan di luar pengadilan serta Kepastian hukum 

dari suatu perjanjian yang memuat klausul arbitrase. 

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasalMpasal dalam undang­

undang melainkan juga adanya konsistensi dalam Putusan Hakim antara putusan 

hakim yang satu dengan putusan Hakim yang lain untuk kasus yang serupa. Jadi 

penggunaan. kepastian hukum pada penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana 

keterlibatan pengadilan dalam penyelesaian sengketa kepemilikan PT TPl yang 

memuat klausul arbitrase. 

Untuk itu fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan 

arahan/petunjuk serta kejelasan mengenai sengketa yang menjadi wilayah 

arbitrase dan pengadilan, dikarenakan dalam penelitian merupakan penelitian 

hukun1 ymidis normatif. Untuk itu terhadap suatu kepastian hukum yang dimana 

setiap peraturan perundang-undangan selalu dilengkapi dengan sarana penegakan 

~-- - -...,;--. 
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hukum, sehingga apabila te1:jadi pelanggaran terhadap aturan, aparat pencgak 

hukum dapat menegak.kan hukum. 

Menurut pak.ar hukum, Purwadi Purwacarakan berpendapat bahwa: 31 

"penegakan hukum adalab kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai 
yang terjabarkan di dalam kaidah hukum atau menilai secara mantap 
dan mengejewantabkan sikap tidak sebagai rangkaian nilai tahap akhi r, 
yaitu menciptakan (sebagai "social enginering ", memelihara dan 
mempcrtahan.kan (Scabagai "social engineering"), memclihara dan 
mempertahankan (Sebagai "social control") kcdamaian pergaulan 
manusia. 

Pendapat senada disampaikan oleb Soerjono Soekanto atas hal lersebut 

sebagai berikut :32 

"secara konscnsional , maka inti dan arti penegakan hukum tcrletak pada 
kegiatan mcnyerasikan hubungan nilai-nilai yang tetjabarkan kaidah 
yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap 
akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian 
pcrgaulan hidup''. 

Oliver Wendell Holmess juga mengatakan bahwa "kcpastian hukum itu 

tidak Jain apa yang dapat diperbuat seseorang dan hingga mana scseorang itu 

dapat bertindak dengan tidak mendapatkan hukurnan atau dengan tidak dapat 

dibatalkan oleh hakim akibat-akibat dari pcrbuatan yang dikendakinya.33 

Kepastjan hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-

undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan 

hakim yang satu dengan putusan bakim lainnya untuk kasus yang scrupa yang 

3 1 Purnadi Purwacaraka, Penef!,akan Hu/mm Dalam A4eny11kseskan l'embangunan 
(Bandung : Alumni), 1977, hal 80. 

32 Soerjono Soekanto, Faklor - Fak1or Yanf; Mempengaruhi Penegakan llukum, (Jakarta: 
Raja Gra lindo Perkasa), 2007, ha t 5. 

33 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum , (Jakarta: Toko Gunung Mu lia), 2002, hal 124. 

-r:= 
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tclah diputt1ska11.34 Tugas kacdah-kaedah hukum adalah untuk rnenjamin adanya 

kepastian hukum.35 

Penggunaan kepastian hukum pada penelitian m1 adalah untuk 

menjelaskan bagaimana peranan pengadilan tcrhadap suatu perjanjian yang 

didalamnya mengandung klausul arbitrase, k.hususnya dalam Pei:janjian 

Investment Agreement (Pei:janjian lnvestasi). Jadi harus dapat membcrikan 

kepastian hukum terhadap pelaksanaan arbitrasc yang telaJ1 dicantlmlkan pacla 

suatu perjanjian yang dibuat para pihak. 

b. Kerangka Konsepsi 

Konsepsi adalah salah satu bagian tcrpenting dari teori , pcranan konsepsi 

dalam penelitian ini adalah untuk menghubungkan teori dengan observasi antara 

abstraksi dan kenyataan. Konscp dia1tikan sebagai kata yang menyatukan 

abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut dcfcnisi 

opcrasional. 36 

Konsep merupakan alat yang dipakai oleh hukum disamping yang lain-lain 

seperti asas dan standar. Oleh km·ena itu kebutuhan untuk membentuk konsep 

merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasakan pentingnya dalam lrnkum. 

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu 

proses yang berjalan dalam pikiran penelitian unluk keperluan analisis. "kerangka 

34 Peter Mahmud Mar7.uki, PenJ{antar I/mu Hukum, (Jakarta : Kencana Pranada Media 
Group), 2008. hal 12. 

35 Sudarsono, Pengantar I/mu Hukum, (Jakarta : Rhineka Cipia), 1995, ha l 49. 
36 Samadi Suryabrata, Atfetodologi Peneliticm. (Jakarta : R.1ja Grafindo Persada), 1998, hal 

3. 
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konscpsional mcngungkapkan beberapa konscpsi atau pengcrt1an yang 

· dipcrgunakan scbagai dasar penelitian hukum.37 

Konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, kalau masalah dan 

kcrangka konsep teoritisnya sudah jelas, biasanya sudah dikelahui pula fakta 

rnengena·i gejala-gejala yang menjadi pokok pcrhatian dan suatu konsep 

scbcnarnya adalah defcnisi secara singkat dari kelompok fakta atau. gejala. 

Untu.k menghindari tei:jadinya perbedaan pengertian atau ma.kna ganda 

dari konsep-konsep tcrsebut dan untuk menghindari kcsalahpahaman maka 

selanj utnya akan diuraikan pengc1tian konsep-konsep dasar yang dipakai dalam 

pcncl it ian ini sebagai berikut : 

a. Pengadilan adalah dcwan atau majelis yang mcngadili perkara; 

mahkamah; proses mengadili ; kcputusan hakim ketika mengadili 

perkara; rumah (bangunan) tempal mengadili pcrkara.3
ll 

b. i\rbitrase menurut Pasal I Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pcradilan 

umum yang didasarkan pada pe1:janj ian arbitrase yang dibuat sccara 

lertulis oleh para pihak yang bersengketa.39 

c. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase 

yang tercantum di dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para 

37 
Soetjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan 

singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 1995, hal 7 . 
. \R Bisri, Cik Hasan, Peradilan Agama di Indonesia Cet.IV, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada), 2000, hal 3. 
39 Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bi.mis Alternatif Penyelesaian ,C.,'engketa, (Jakarta: Raja 

Grafinfo Persada), 200 I, hal 97. 
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pihak sebelum timbul sengketa atau suatu pe1:ian.11 an arbitrasc 

tcrsendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. 40 

d. Upaya hukum merupakan Upaya atau alat untuk mcncegah atau 

memperbaiki kekeli ruan dalam suatu putusan.41 

c. Para pihak adalah subjek bukum, baik menurut hukum perdata maupun 

hukum publik.42 

f. Pengadilan negeri adalah pengadilan negcri yang daerah hukumnya 

meliputi tcmpat tinggal termohon.43 

g. Perdagangan adalah menc.akup pc~janjian jual beli yaitu petjanjian 

bertimbal balik antara pihak yang satu (sipenjual) be1janji untuk 

menycrahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya 

(sipembeli) be~janji untuk mernbayar harga yang terdiri atas sejumlah 

uang scbagai imbalan dari peroleh hak mil ik tersebut.44 

h. investment Agreement mcnuru Ensiklopedia adalah yang bcrhubungan 

dengan kcuangan dan ekonomi dengan suatu harapan mendapatkan 

keuntungan dimasa depan. 

i. Pemohon adalah pihak yang mengajukan pennohonan penyelesaian 

scngketa melalui arbitrase.45 

40 Undang-Undang tcntang Arbirrase dan Alternatif Penyelcsaian Sengketa, Undang­
Unclang Nomor 30 Tahun 1999 LN No 138, TLN No 3872 pasal. I angka 3. 

·
11 Krisna Harahap, Hukum A.cara Perdata, (8andung : Grafitri), 2003, hal 11 4-115. 
42 Undang-Undang tcntang Arbilrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, lJndang­

Undang Nomor 30 Tahun 1999 LN No 138, Tl ,N No 3872, pasal l angka 2. 
13 Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengkela, Uudang­

Undang Nomor 30 Tahun 1999 LN No 138, TLN No 3872, pasal I angka 4. 
·
14 R.Subekti, Aneka ferjanjicm, (Oaudung : Citra Adityn 8akti), 1995, hal l . 
'
15 Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Pcnyelesaian Sengkcta, Undang­

Undang Nomor 30 Tahun 1999 LN No 138, TLN No 3872, pasal 1 angka 5. 
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J. Termohon adalah pihak lawan dari pemohon dalam penyelesaian 

scngkcta melalui arbitrasc.46 

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga pcnyelesaian sengketa atau 

beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian 

di luar pengadilan dengan cam konsultasi, negosiasi, mediasi, kor1siliasi atau 

·1 . w· 47 pem man a 1 . 

46 Undang-Undang tentang Arbilrase dan Alternatif Penyelesaian Scngketa, Undang­
Undang Nomor 30 Talmn 1999 LN No 138, TLN No 3872, pasal 1 angka 6. 

47 Undang-Undang tentang Arbitrasc dan Alternatif Penyelcsaian Sengketa, Undang­
Undang Nomor 30 Tahun 1999 LN No 138, TLN No 3872, pasal I angka 10. 

- --- - -.. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengaturan Arbitrase dan Perkembangannya 

Peraturan perW1dang-undangan di bidang arbitrase sudah cukup lama 

dikenal di Indonesia yakni sejak zarnan Belanda sebagaimana diatur dalarn Rv 

(Reglement of de Burgelijk Rechtsvordering S. 1847 - 52 Jo S. 1849 - 63), Pasal 

615 sampai dengan Pasal 651 , HIR (Het Herziene lndonesisch Reglement, S. 1941 

- 44) Pasal 377 dan RBg (Rechtsglement Buitengewesten, S. 1927 - 227) Pasal 

705. 

Setelah kemerdekaan lembaga arbitrase tetap diakui dalam sistem hukum 

Indonesia yakni dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti 

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 

TahW1 1985 Tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 

Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 TahW1 1985. 

Secara institusional perkembangan arbitrase diperkuat lagi dengan 

terbentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang disponsori oleh 

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KAO IN) pada tanggal 3 Desember 1977 

dan Badan Arbitrase Muan1alat Indonesia (BAMUI) yang diprakarsai oleh M'1;jelis 

Ulama Indonesia (MUI) Tanggal 21 Oktober 1993. 
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Kelahiran BANI tidak terlcpas pcrkcmbangan kebutuhan hukum pelaku 

dunia usaha yang menghendaki penyelesaian sengkcta yang dihadapi sesuai 

dengan karakter dunia usaha. Penyelesaian sengketa mclalui arbitrase dinilai lebih 

efisien baik dari segi waktu, tenaga dan biaya serta efektif karena ditangani oleh 

tenaga-tenaga profesional yang menguasai masalah yang dipersengketakan 

sehingga menimbulkan kepercayaan atas kualitas penanganan dan penyelesaian 

sengketa tersebut. 

BANI merupakan lembaga yang independent yang dalam menjalankan 

tugasnya tidak boleh dicarnpuri oleh kekuasaan lain termasuk dari KADIN 

sendiri. Dengan kedudukan yang sedemikian diharapkan proses arbitrase dapat 

berjalan secara fair, tidak memihak, obyektif, adil dan jujur. Disamping itu, BANl 

seperti halnya arbitrase institusional lainnya memiliki daftar arbiter yang terdiri 

dari berbagai profesi yang dapat dipilih para pihak, disamping memiJiki aturan 

prosedural (rules) yang memberikan gambaran mengenai mekanisme 

penyelesaian sengketa melalui BANI. 

Dalam perkembangannya, keberadaan dan peran lembaga arbitrase 

semakin kokoh dapat dilihat dari praktek peradilan atau beberapa yurisprudensi 

yang mengakui kompetensi absolut Lembaga arbitrase : 

a. Putusan Mahkamah Agung Tanggal 22 Februari 1982 Nomor 

2924K/Sip/198 l dalam perkara Ahju Forestry Company Limited Melawan 

Sutomo, menyatakan bahwa : 
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"Mahkamah Agung membatalkan putusan Judex Factie dengan 

menyatakan bahwa dalam ha! adanya klausula arbitrase, Pe ngadilan 

Negeri tidak berkua5a mengadili pcrkara ini" .57 

b. Putusan Mahkamah Agung Tanggal 4 Mei 1988 Nomor 3 I 79K/Pdt/1984 

dalam perkara PT. Arpen Pratama Ocean Linc Melawan PT. Shore Mas 

menyatakan bahwa : 

" Dalam hal adanya klausula arbitrasc. Pengadilan Negeri tidak berwcnang 

memeriksa dan mengadili gugatan, baik clalam konvensi maupun dalam 

rckonvensi". 58 

c. Putusan Mahka mah Agung Tanggal 30 September 1983 Nomor 

225.K/Sip/1976 dalam perkara antara PT. Metropolitan Tim bers Ltd 

melawan GAPKT menyatakan bahwa : 

"Perjanjian yang memuat klausul arbitrasc adalah menyangkut kekuasaan 

abso lut untuk menyelcsaikan perselisihan dala m perkara ini clan tidak 

digantungkan pada ada tidaknya diajukan eksepsi/perlawanao dalam 

pemeriksaan di persidangan" . :19 

>J Putusan Mabkamah Agung Tanggal 22 Februari 1982 Nomor : 2924 K/Sip/198 1 dalam 
perkara Ahju Forestry melawan Sutomo/Direktur Balapan Jaya, Lihat Sut Girsang, Arhitrase, Jilid 
I, Jaka1ta, 1992, hal 65. Lihat pula Erman R~jagukguk , Arbirrase da/am Putusan Pengadilan, 
Chandra Pratama. Jakarta, 2000. Hal 156. 

58 Putusan Mahkamah Agung Tanggal 4 Mei 1988 Nomor : 3 179 K/Pdt! 1984 dalam 
pcrkara PT. Arpeni Pratama Ocean Sine mclawan PT. Shorea Mas. Lihat Sut Girsang, Ibid, hal. 
73 . I ,ihat pula Erman Rajagukguk, !hid, hal 2 13. 

~9 Putusan Ma11kamah Agung Tanggal 30 September 1983 No 225 K/Sip/l 976 dalam 
perkara Doto Wong Heck Guong dru1 PT. Metropolitan Timbers Ltd Melawan OAPKI Trading Co 
Ltd, lihat Sul Girsang, ibid, ha! 83; Ermun Rajagukguk, Ibid, hal 129 

- --...:i 
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Pada akhirnya, lembaga arbitrase makin mantap dan kuat lagi 

kedudukannya setelah lahirnya Unda11g-Undang Nasional, yakni lJndang-Undang 

Arbitrase Baru yang diundangkan pada tanggal 12 agustus 1999. 

Disan1ping peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi diatas, perlu 

dikemukakan bahwa dalam praktek arbitrase di Indonesia terdapa beberapa aturan 

prosedural (rules) arbitrase institusional yang bersifat internasional yang lazim 

digunakan dalam kontrak bisnis intemasional, seperti ICC (International 

Chamber and Commerce), AAA (American Arbitration Association) dan 

UNCITRAL (United Nations Commision on International Trade Law) rules. 

UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) 

lahir berdasarkan Resolusi Sidang Umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) 

1976 Nomor 31 Tahun 1978. Pemerintah Indonesia termasuk salah satu negara 

yang iktu menandatangani resolusi tersebut. Dengan demikian rules UNCITRAL 

(United Nations Commision on International Trade Law) menjadi salah satu 

sumber huk.um internasional di bidang arbitrase. 

Resolusi tersebut dimaksudkan untuk mengglobalisasikan serta 

mengintegrasikan nilai·nilai dan tata cara arbitrase dalam penyelesaian sengketa 

dalam perdaganga internasional. Para pcnandatanganan resoJusi pada saat tersebut 

memandang pcrlu suatu aturan yang seragam dalam bidang arbitrase untuk 

menjembatani perbedaan antara negara-negara yang berbeda sistem hukum, sosial 

dan perkembangan ekonomi untuk mendorong me\.vujudkan perkembangan yang 

harmonis dalam hubungan perekonomian internasional. Untuk itu, PBB 
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(Perserikatan Bangsa-Bangsa) melalui UNCITRAL (United Nations Commission 

on International Trade Law) telah memprakarsai terbentuknya aturan arbitrase 

yang berwawasan intemasional dan berdasarkan ResoJusi Sidang Umum PBB 

(Perscrikatan Bangsa-Bangsa) tersebut disepakati UNCITRAL (United Nations 

Commission on International Trade Law) Rules. 

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase, secara teoritis maupun dalam 

praktik mempunyai dua bentuk, yakni arbitrase ad hoc (ad hoc arbitration) dan 

arbitrase institusional (institusional arbitration). Arbitrase ad hoc bersifat 

insidentil dan tidak terikat pada suatu lembaga tcrtcntu. Arbitrase ad hoc dibentuk 

dan mempunyai kewenangan yang bersifat eenmalig hanya menangani kasus 

tertentu dan Arbiternya dipilih dan ditentukan sendiri berdasarkan kesepakatan 

para pihak. 

Dalam menyelesaikan sengketa yang dipercayakan kepadanya, arbiter atau 

para arbiter tunduk para peraturan perw1dang-undangan arbitrase, meskipun 

demikian tidak mengurangi kebebasan para pihak untuk tunduk pada aturan 

prosedural (Rules) dari lembaga arbitrase institusionaI.60 

Berbeda dengan arbitrase ad hoc, arbitrase institusional merupakan bentuk 

arbitrase yang bersifat permanen yang diselenggarakan dibawah supervisi suatu 

Jembaga yang sifatnya permanen pula (permanent arbilral body). Yurisdiksi 

arbitrase institusional bisa bersifat nasional, regional atau internasional. Arbitrase 

institusional dengan yurisdiksi nasional, dapat disebut antara lain BANI (Badan 

c,o Yahya Harahap, Arbitrase ditinjau darl RV, BAN!, ICSID, konvensi New Yori tahun 
1958, PERMA Nomor 1Tahun1990, Pustaka Kartini, ·199·1, hal 150. 
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Arbilrase Nasional Indonesia) di Indonesia dan di .Jepang. The Japan Commercial 

Arbitration Asssociation. Arbitration lnstitusional yang mempunyai yurisdiksi 

regional, Misalnya AALCC (Asia Afrika Legal Consultative Committee) dan 

arbitrase dengan yurisdiksi internasional antara lain ICC (International Chamber 

of commerce) dan TCSID (the international centerfbr the settlement of investment 

disputes) untuk sengketa di bidang penanaman modal. 

a. Pengertian dan Jenis-jenis Arbitrase 

1. Pengertian Arbitrasc 

Perkataan J\rbitrase bcrasal dari Arbitrare (bahasa latin) yang berarli 

kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Dihubungkannya 

Abitrase dengan kebijaksanaan itu, dapat menimbulkan salah kesan seolah-olah 

seorang Arbiter atau suatu majelis Arbitrase. Dalam menyelesaikan suatu 

sengkcta tidak mengindahkan norma-norma hukum lagi dan menyandarkan 

pcmutusan sengketa tcrsebut hanya pada kebijaksaan saja. Kcsan tersebut keliru, 

km-ena Arbiter atau Majelis tersebut juga mencrapkan hukum seperti apa yang 

dilakukan oleh Hakim alau Pengadilan.61 

Berikul ini sejumlah batasan Arbitrase yang diberikan oleh para ah li 

hukum, yakni : 

R. Subekti mengatakan bahwa :62 

"Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang 
Hakim atau para Hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan 

61 R. Subekti, Arbitrase Perdagangan. (Bandung: Angkasa Offset), 1981, hal 1. 
62 Ibid, hal 3. 
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tunduk pada atau mentaati keputusan yang diberikan olch Hakim atau para 
Hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebul". 

Menurut A. Abdurarachman Arbitrase adalah : 

"Penyelesaian masalah atau pemutusan sengketa oleh seorang arbiter atau 
para arbiter yang berdasarkan atau pemutusan scngkcta babwa mereka 
akan tunduk kepada atau mentaati keputusan yang dibcrikan oleh arbiter 
yang mcrcka pilih atau tunjuk".63 

Menurut Privatna Abdurrasvid: . . . 
"Arbitrase mernpakan suatu tindakan hukum dimrum ada pihak yang 
menyerahkru1 sengketa atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih 

maupun dua kelompok atau lebih kepada scseorang atau bebcrapa ahli 
yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh satu keputusan final 
dan mengikat".64 

Dalam B lack's Law Dictionary dijelaskan :65 

"Arbitration is a process of dispute resolution which a neutral third party 
(Arbitratm) renders a decision after a hearing at which both partise have 

an opportunity to be heard". 

Karn us Besar Bahasa Indonesia Menjelaskan bahwa :66 

"Arbitrase adalah usaba perantara dalam meleraikan sengketa atau 
pcradilan wasit. Orang yang discpakati oleh kedua belah pihak yang 

bersengketa untuk memberikan keputusan yang akan ditaati oleh kcdua 
belal1 pihak disebut Arbiter". 

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan 

umum yang didasarkan pada pcrjanjian arbitrase yru1g dibuat secara tertulis oleh 

pihak yang bersengketa. Pe1:janj ian arbitrasc adaJah suatu kesepakatan berupa 

klausul ru·bitrase yang tercantum dalam suatu pe1:janjian tertulis yang dibuat para 

63 A. Abdurrachman, Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan, Perdagangan (Jakarta : Praclnya 
Paramita), 1991 , hal 50. 

64 Priyatna Abdurrasyi<l, Arbitrase dan Alternat[/' f'enye/esaian Sengketa (Jakarta : 
Fikahati Aneska), 2002, hal 76. 

65 Henry Campbell Black, Black's Law Dictionmy, (St. Paul: Minnessota West Group). 
1990, hal I 05. 

66 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadi!an Cetakan ke-2, 
(Bandung: Citra Ai;litya Hakti), 20 13, ha! 140. 
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pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian ru·bitrase tersendiri yang 

dibuat para pihak setelah timbul sengketa.67 

2. Jenis - Jenis Arbitrase 

Klausula arbitrase harus memuat pernyataan apakah Arbitrase akru1 

dHakukan secara lembaga, institusional, atau ad hoc, disertai pernyataan aturan-

aturan prosedural yang akan berlaku.68 Dengan demikian, berarti ada dua jenis 

Arbitrase yang dapat dipilih para pihak untuk menyelesaikan sengketanya. Kedua 

jenis Arbitrase tersebut, yaitu : 

1. Arbitrase ad Hoc (Volunter) dan 

2. Arbitase Institusional (Permanent) 

kedua Arbitrase tersebut sama-sama mempunyai wewenang untuk 

mengadili dan memutus sengketa atau perselisihan yang terjadi antru·a para pihak 

yang mengadakan perjru1jian di bidang perdagangan drul hak. 

Adapun perbedaan antara kedua jenis Arbitrase ini terletak pada 

terkoordinasi atau tidak terkoordinasi. Arbitrase ad hoc adalah Arbitrase yfillg 

tidak terkoordinasi oleh suatu lembaga. Sedangkfill Arbitrase institusionaJ adalall 

suatu Arbitrase yfillg dikoordinasikan oleh suatu lembaga. 69 Arbitrase ad hoc 

dibentuk secara khusus atau bersifat insidentil untuk rnemeriksa dan memutus 

penyelesaian sengketa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Setelah 

67 Sophar Marn Hutagalung, Op.Cit, hal 314. 
68 Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, (Jakarta : Gramedia Pustaka 

Utama), 2006, hat 61-62. 
69 R. Subekti, Op.Cit, ha! 62. 
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memutus sengketa. berakhir pula Arbitrase ad hoc ini. Pembentukan Arbitrase ad 

hoc dilakukan setelah sengketa terjadi. Para pihak yang bersengketa yang memil ih 

dan menentukan Arbitrasenya atau bisa pula meminta bantuan pengadilan untuk 

mengangkat arbiternya, yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa yang 

berangkutan. 

Berkenaan dengan pembentukan atau pengangkatan Arbitrase ad hoc 

tersebut, ketentuan dalam Pasal l 3 Ayat (l) dan (2) Undang-Undang Arbitrase 

dan Altematif Penyelesaian Sengketa menyatakan sebagai berikut : 

1. Dalam hal para pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai pemilihan 
arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan 
arbiter, ketua pengadilan negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase. 

2. Dalam suatu arbitrase ad hoc bagi setiap ketidaksepakatan dalam 
penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para piak dapat mengajukan 
permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menunjuk seorang 
arbiter atau lebih da1am rangka penyelesaian sengketa para pihak. 

Untuk mengetahui dan menentukan apakah Arbitrase yang disepakati oleh 

para pihak adalah jenis ad hoc, dapat dilihat dari rumusan klausula. Apabila 

klausula Pactum de compromittendo atau acta compromise menyatakan 

perselisihan akan diselesaikan oleh Arbitrase yang berdiri sendiri di luar Arbitrase 

Instjtusional. Atau dengan kata lain, apabila klausula menyebut Arbitrase yang 

akan menyelesaikan perselisihan terdiri atas Arbiter perseorangan, Arbitrase yang 

disepak.ati adalah jenis Arbitrase ad hoc. Ciri pokoknya penunjukan para 

arbitemya secara perseorangan.70 

70 M. Yahya Harahap, Arbitrase, (Jakarta: Pustaka Kartini), 199, hal 150. 
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Pada prinsipnya Arbitrase ad hoc terikat dan terkail dengan salah satu 

badan Arbitrase. Para arbitemya ditentukan dan dipilih sendiri berdasarkan 

kesepakatan para pihak. Oleh karena jenis arbitrase ad hoc tidak terikat dengan 

salah satu badan Arbitrase, boleh dikatakan jenis Arbitrase ini tidak memiliki 

aturan tata cara tersendiri, baik mengenai pengangkatan arbiternya maupun 

mengenai tata cara pemeriksaan sengketa. Dalam ha! in-i Arbitrase ad hoc tunduk 

scpenuhnya mengikuti aturan tata cara yang ditentukan dalam perundang-

undangan.71 

Arbitrase intitusional adalab Arbitrase yang mclembaga yang didirikan 

dan melekat pada suatu badan (body) atau melembaga (Institution) tertentu. 

Sifatoya pem1anen dan sengaja dibentuk guna rnenyelesaikan sengketa yang 

terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian. Setelah selesai mernutus sengketa, 

Arbitrase institusional tidak berakhir. Pada umumnya Arbitrase institusional 

memiliki prosedur dan tata cara pemeriksaan sengkcta tersendiri. Arbiternya 

ditentukan dan diangkat oleh lembaga Arbitra')e institusional sendiri. 

Akibat kesulitan yang dialami para pihak daJam melakukan negosiasi dan 

menetapkan aturan-aturan prosedural dari Arbitrase serta dalam merencanak.an 

mctodc-metode pemilihan Arbiter yang dapat diterima kedua belah pihak, para 

pihak sering kali memilihjalan penyelesaian melalui Arbitrase institusional.72 

71 Ibid. 
72 Gary Goodpaster, Felix Oentoeng, Soebagjo dan Fatimah Jatim, Arbitrase di 

Indonesia: Deherapa Contoh Kasus dan Pelaksanaan Dalam Praktek, dalam Arbiter Indonesia, 
(Jakarta: Ghalia Indonesia), 1995, ha! 25-26. 
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Arbitrase institusional tersebut menyediakan jasa administrasi arbitrase, 

yang meliputi pengawasan terhadap proses Arbitrase. aturan-aturan prosedural 

sebagai pedoman bagi para pihak dau pengangkatan para Arbiter. 73 

Karena Arbitrase institusional sangat mendukung pelaksanaan Arbitrase, 

para pihak yang bersengketa dapat dan sering kali sepakat untuk menggunakan 

jasa-jasa lembaga Arbitrase atau Arbitrase instilusional. Aturan-aturan umum 

tenlang kebebasan dan otonomi para pihak juga diterapkan, bahkan para pjhak 

yang menggunakan lembaga Arbitrase dapat menyesuaikan proses Arbitrase 

mereka.74 

Di Indonesia saat ill terdapat beberapa lembaga Arbitrase yang 

memberikan jasa Arbitrase, Misalnya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia 

(BANI), Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyamas) dan Badan Arbitrase 

Pasar Modal Indonesia (BAPMI), pendirian BANI diprakarsai oleh Kamar 

Dagang dan Industri Indonesia guna menyelesaikan sengketa-sengketa perdata, 

baik soal-soal perdagangan, perindustrian, maup\m .Keuangan; baik yang bersifat 

nasional mauptm internasional. Sementara itu pendirian Basyamas yang dahulu 

Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) diprakarsai oleh Majelis Ulama 

Indonesia, yang mempunyai tujuan yang sama pula untuk menyelesaikan 

sengketa-sengketa yang terjadi dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, 

jasa dan lain-lainnya. terutama yang berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan 

pendirian BAPMl diprakarsai oleh Bapepam, Se?l Regulatory Organization (PT. 

73 Ibid, hal 26. 
74 Rachmadi Usman, Op Cit, hal 167. 
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BEJ, PT. BES, PT. KPEI dan PT. KSEI), himpunan Konsultan Hukum Pasar 

Modal (HKHPM), para pelaku pasar modal, serta pakar hukum, yang bertujuan 

menyelenggarakan penyelesaian sengkcta yang cepat, transparan, mandiri dan adil 

melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan untuk persengketaan perdata 

di bidaug pasar modal di Tndonesia. Selain itu, dikenal pula Arbitrase intitusional 

yang berwawasan international yang ada dan sudah lama didirikan, antara lain, 

Court of Arbitration of The International Chamber of Commerce (ICC) dan The 

International Centre For Settlement of Investment Disputes (JC'SJD) .75 

b. Pcrjanjian Arbitrase dan Bentuk Klausul Arbitrase 

Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum 

yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat sccara tertulis oleh para 

pihak yang bersengketa. Apabila para pihak telah terikal dalam perjanjian 

Arbitrase maka pengadilan negeri ti<lal<. berwenang untuk mengadili sengketa para 

pihak tersebut. Dengan demikian, pengadilan wajib mengakui dan menghormati 

wewenang clan fungsi Arbiter. 76 

Namun perlu diingat, bahwa kebolehan mengikat diri dalam perJar1Jlan 

Arbitrase, harus didasarkan atas kesepakatan bersama (mutual consent). Faktor 

kesukarelaan dan kesadaran bersama, merupakan landasan keabsahan ikatan 

perjanjian Arbitrase. Berdasarkan hal tersebut, keabsahan dan mengikatnya setiap 

75 Suyud Margono, Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase: Proses Pelembagaan 
dan Aspek Hukum, (Jakarta: Ghalia Tndonesia), 2000, hal 125. 

76 Frans Hendra Winarta, f-lukum Penyelesaian Sengketa ArbitrCtse Nasional Indonesia 
dan International, (Jakarta: Sinar Grafika), 201 3, hal 36. 

- - - - =-;:;a 
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pcrJanJtan Arbitrase, harus memenuhj ketentuun Pasal 1320 KUH Perdata. 

Mcngcnaj pilihan hukum. para pil1ak bebas mcncntukan pilihan hukum yang akan 

bcrlaku terhadap pcnyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara 

para pihak. 

Lebih lanjut Pasal 1 Angka 3 l.Jndang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

mcngartikan perjanjian Arbitrase adalaJ1 suatu kcsepakatan berupa klausula 

J\rbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian lertulis yang dibuat para pihak 

sebelum timbul sengketa, atau suatu Perjanj ian Arbitrase tersendiri yang dibuat 

para pihak setelah timbul sengketa. Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa perjanjian Arbitrase timbul karena adanya kesepakatan, berupa : 77 

I) KlausuJa Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang 
dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau 

2) Suatu perjanjian Arbitrase terscndiri yang dibual oleh para pihak setelah 
timbul sengketa. 

Dengan demikian, perjanjian Arbitrase timbu l karcna adanya kesepakatan 

sccara tcrtulis dad para pihak untuk menycrahkim penyelesaian suatu sengketa 

atau perselisihan perdata kepada lembaga arbitrase atau arbitrase ad~hoc dalam 

kcsepakatan tadi dapat dimuat pula pilihan hukum yang akan digunakan untuk. 

penyclcsaian sengketa atau perseJisihan para pihak tersebut. Perjanjian Arbitrase 

ini dapat dicantumkan dalam perjanjian pokok alau pcndahuluannya, atau dalam 

suatu pcrjanjian tersendiri setelah timbulnya scngketa atau perselisihan. 

Pilihan penyelesaian sengketa diluar pcngadilan umum itu harus tegas 

dicantumkan dalam per:janjian. Pada umumnya, klausula atau pe:r:janjian arbitrase 

77 Rachmadi Usman, Op Cit, ha! 156. 

-- - - --

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 6/3/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)6/3/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Citra Bakti Pangaribuan - Kewenangan Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan PT…..



37 

dibuat secara tertulis. Di indonesia, sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999, menyatakan klaususla dibuat secara tertuli s oleh para pihak. Jadi 

dengan adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis ini. Berarti meniadakan hak para 

pihak untuk mengajukan penyelesaian scngketa atau beda pendapal yang termuat 

dalam perjanj ian Investment Agreement. 

Selanjutnya dengan sendirinya Pengadi lan Negeri tidak berwenang untuk 

mengadili sengketa para pihak yang terlalu terikat dalam perjanjian Arbitrase. 

Untuk itu, Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di 

dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melaJui Arbitrase, 

kecuali dalrun hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999. 

Dengan demikian, perjanjian Arbitrase memberikan kewenangan absolute 

kepada lembaga arbitrase atau arbitrase Ad-Hoc untuk menyeJesaikan sengketa 

atau beda pendapat di antara para pihak yang timbul atau mungkin timbul dari 

hubungan hukum tertentu, yang pcnyelesaiannya disepakati dengan cara 

Arbitrase. Pengadilan negeri dengan sendirinya tidak berwenang untuk mengadili 

suatu sengketa yang sebelumnya telah disepakati oleh para pihak untuk 

diselesaikan melalui cara arbitrase. 
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Selanjutnya, karena perjanjian arbitrase dapat dibuat scbelum atau sesudah 

timbul sengketa oleh para pihak. mak.a bentuk klausula Arbitrase tersebut 

dibedakan atas 2 (dua) bentuk klausu1a Arbitrasc. yaitu :78 

1 . Klausula Arbitrase yang berbentuk pactum de Compromittendo 
2. Klausula Arbitrase yang berbentuk Acta Promise. 

Ad. I . K lausula Arbitrase yang berbentuk pactum de Compromiltendo 

Sungguhpun istilah "pactum de compromittendo" secara harafiah berarti 

"akta kompromis", tetapi dalam beberapa literatur Indonesia dibedakan antara 

keduanya. Perbedaannya semata-mata pada pemakaiannya saja.79 

Bentuk klausula pactum de compromitlendo dibuat oleh para pihak 

sebelum terjadi sengketa atau perseisihan secara nyata. Para pihak sebelumnya 

telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa atau perselisihannya 

yang mungkin akan terjadi dikemudian hari kepada lembaga Arbitrase atau Ad-

hoc. Klausula arbitrase seperti ini dapat dimuat dal.am peijanj ian pokok atau 

dalam suatu perjanjian tersendiri. 

Pengaturan pokok klausula pactum de compromittendi ini dapat dijumpai 

dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. yang menyatakan bahwa: 

"para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang te1jadi atau yang akan terjadi di 

antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase" . Sebelumnya diatur dalam 

Pasal 615 Ayat (3) Rv yang menentukan : "bahkan dipcrkenankan mengikat diri 

satu sama lain, untuk menyerahkan sengketa-sengketa yang mungkin timbul di 

7~ Ibid, ha! 158. 
79 Munir Fuady, Arbitrase Nasional (Alternat(f'Penyelesaian Sengketa BisnL~). (Bandung 

: Citra Aditya Bakti), 2000, ha! 117 ·- I l8. 

~- - . -, 
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kemudian hari, kepada putusan seorang atau beberapa orang wasit. Juga dapat 

d.ijumpai dalam pasal 11 Ayat (2) Konvensi New York 1958 yang antara lain : 

menentukan :"the parties undertake to submit to arbitration all or any 

d{ff'erences ... which may arise between them ... ". 80 

Karena pemilihan Arbitrase sebelum ter:jadjnya sengketa dilakukan dalam 

bentuk suatu pe~janjian, maka ketentuan hukum perjanjian yang umum berlaku. 

Perjanjian arbitrase sebagai perjanjian buntutan harus mengikuti prinsip-prinsip 

hukum perjanjian buntutan, dimana isinya tidak melampaui atau bertentangan 

dengan pe1:janjian pokoknya dan tidak ada tanpa adanya perjanjian pokok.81 

Dengan hapusnya atau berakhirnya pe~janj ian pokok, tidak menyebabkan 

hapus atau berakhir pula perjanjian atau klausula arbitrasenya. Perkecualian ini 

ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pasal tersebut 

menegaskan suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh 

keadaan :82 

a. Meninggalnya salah satu pihak 
b. Bangkrutnya salah satu pihak 
c. Novasi (pembaruan hutang) 
d. Insolvensi (keadilan tidak mampu membayar) salah satu pihak 
e. Pewarisan 
f Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok. 
g. Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan 

kepada pihak ketiga 
h. Berakhirnya atau batalnya pe1janjian pokok. 

80 Pasal 30 UU No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrnsc dan Altematif Penyelesaian 
Sengketa 

81 Munir Fuady, Op. Cit, hal 18. 
82 Rachmadi Usman, Op Cit, ha! 159. 
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Ad. 2. Klausula Arbitrase yang berbentuk Acta Promise. 

Bentuk klausula arbitrase lainnya adalah Acta Promise. Akta kompromis 

dibuat setelah sengketa atau perselisihan te1:jadi sehubungan dengan pelaksanaan 

perjanjian pokok. Dalam perjanjian pokok, para pihak belum mencantumkan 

klausula arbitrase, baru setelah sengketa atau perselisihan te-i:jadi, para pihak 

bersepakat untuk memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Untuk itu 

dibuatlah perjanjian baru tersendiri dan terpisah dari perjanjian pokok, yang 

berisikan penyerahan penyelesaian sengketa kepada arbitrase atau arbitrase ad-

hoc. 

Dalam Pasal 9 UU No 30 Tahun 1999 diatur persyaratan pembuatan akta 

kompromis tersebut, dengan ancaman batal demi hukun1 jika tidak memenuhi 

persyaratan yang telah ditentukan tersebut. Adapun persyaratan pembuatan akta 

kompromis dimaksud adalah sebagai berikut :83 

a. Pemulihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase oleh para pihak 
dilakukan setelah sengketa terjadi. 

b. Persetujuan mengenai cara dan pranata penyelesaian sengketa tersebut 
harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis, tidak boleh dengan 
persetujuan secara lisan 

c. Perjanjian tertulis tadi harus ditandatangani oleh para pihak.. Jika para 
pihak tidak dapat menanda1anganinya, perjanjian tertulis tersebut harus 
dibuat dalam bentuk akta notaris. 

d. Isi pe1janjian tertulis atau akta kompromis harus memuat: 

1) Masalah yang dipersengketakan 
2) Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak 
3) Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase 
4) Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan 
5) Nama lengkap sekretaris 
6) Jangka waktu penyelesaian sengketa 

83 ibid, hal J 60. 
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7) Pemyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung 
segala biaya yang diperlukan untuk peuyelesaian sengketa melalui 
arbitrase . 

Sebelumnya, ketentuan mengenai akta kompromis ini dapat dijumpai 

dalam Pasal 918 Rv yang menentukan bahwa persetujuan arbitrase harus dibuat 

secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua bclah pihak atau jika para pihak 

tidak dapat menandatanganinya, maka persetujuan arbitrase harus dibuat 

dihadapan Notaris. Persetujuan arbitrase dalam akta kompromis tersebut 

sekurang-kurangnya memuat pokok masalah yang menjadi sengketa, nama dan 

keududukan para pihak, dan juga nama-nama dan kedudukan para arbitrase yang 

ditunjuk, serta jumlah arbiter yang selalu harus dalam jumah ganjil. Apabila 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 618 RV tersebut tidak terpenuhi, 

maka persetujuan arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang diancam dengan 

kebatalan hukum. 

Selain itu, pengaturan mengenai akta kompromis ini juga dapat dijumpai 

dalam Pasal 11 Ayat (1) Konvensi New York 1958 yang menyatakan dengankata-

kata : "or any differences which have arisen ... (sengketa yang tel ah terjadi). 

Untuk mencegah diterapkannya prosedur litigasi tentang makna dari 

klausula-klausula arbitrase dan untuk menghindari k~jutan-kejutan yang tidak 

mcnyenangkan kemudian bila arbitrase dilangsungkan, para pihak harus 

menyusun klausula-klausula arbitrase dcngan cermat. Setidaknya, klausula 

arbitrase harus memuat komitmen yang jelas terhadap arbitrase serta penyertaan 
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lentang scngkcta apa yang diselesaikan sccara arbitrasc. Secara umum, klausu la-

klausula arbilrase mencakup :~4 

a. Komitmcn/kcscpakatan para pihak un tuk menyelesaik.an arbitrase 
b. Ruang lingkup 
c. Apakah arbitrase akan berbentuk a.rbitrasc institusional atau ad-hoc. 

Apabila memilih bentuk ad-hoc, maka klausula terscbut harus merinci 
rnetodc pcnunjukan arbiter atau majelis arbitrase. 

d. Aturan proscdural yang berlaku 
e. Tempat dan bahasa yang digunakan dalam arbilrase 
f Pilih<:m terhadap hukum subslantive yang berlaku bagi arbitrasc 
g. Klausula-klausula stabilisasi dan kekebalan (imunilas) jika rclcvan. 

Sebagai suatu perjanjian, maka pembuatan pcrjanjian atau klausula 

arbitrasc juga tunduk pada kelentuan-kctcntt1ru1 hukum pe1janjian pada umumnya 

sebagaimana terscbut dalam Buku III KUH Perdata. 

c. Keuntungan dan Kclemahnn Arbitrase 

Menurut Roedjiono mcnyatakan daya larik rclatif arbitrase adalah refleksi 

dari kelemahan-kclemahan litigasi. Proscsnya bilamana secara tepat dilaksanakan, 

menjru1jikari party autonomy party autonomy yang maksimal dari pcngadilan dan 

berkaitan dengan arbilrase international. pengakuan dall pelaksanaan putusan 

peradilan wasit. Arbitrase membcrikan beberapa kcunggulan, diantaranya. 

pemilihan arbiter oleh para pihak (pemi lihan ahli yang diingi nkan); keterbatasana 

upaya hukum atas putusan arbiter, kerahasiaan, kenyamanan para pihak; prosedur 

yang tidak formal dan cksckusi putusan arbiter sebagai vonis. 85 

84 Gary Goodpaster, Felix Oentoeng, Soebagjo dan Fatimah Jatim, Op.Cit, hal 25. 
85 Rachma<li Usman Sebagai1nann dikutip dari Roedj iono, "Alternative Dispute 

Resolutions (!'iii/um l'enyelesaian Senf!.keta) ''. Makalah .l'ada Pcnatarnn Doscn Hukum Perdata 
Seluruh I ndonesin, (Yogyakarta : fakultas I lukum Univcrsitas Uadjah Mada), 1996, hal 5-6. 
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Pada umurnnya lcmbaga arbitrnse mempunyai kclebihan dibandingkan 

dengan lembaga pcradilan umum, yaitu sebagai berikut :86 

l) Si dang arbitrase adalah tertutup untuk um um, schingga kerahasiaan 
scngketa para pihak te~jamin 

2) Kelambatan yang diakibatkan oleh hal prosedural dan adm inistratif dapat 
d ih i nclari . 

3) Para pihak yang bcrscngketa dapat mcmilih arbiter yang menurut 
keyakinannya mempunyai pengalaman, pengctahuan, jujur clan adil , serta 
latar belakang yimg cukup mengcnai masalah yang discngketakan. 

4) Sikap arbiter atau majelis arbiter dalam menangani perkara arbitrase 
didasarkan pada sikap yang mengusahakan win-win solution terhadap para 
pihak yang bcrsengketa. 

5) Pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa serta proses clan tempat 
penyelenggaraan arbitrase dapat oleh para pihak. 

6) Putusan arbitrase mengikat para pihak (final and binding) dan dengan 
melalui tata cara (prosedur) sederhana ataupun langsung dapat 
di laksanakan. 

7) Suatu per:janjian arbitrnse (klausul arbit.rase tidak menjadi batal karcna 
berakhir atau batalnya pe1janjian pokok. 

8) Di dalam proses arbitrase. Arbiter atau majel is arbitrase barus 
mengutamakan perdamaian dianta:ra para pihak yang berscngketa. 

Se lain kelebihan-kelebj han tersebut diatas, terdapat juga kelemahan-

ke1cmahan dari arbitrase, yaitu sebagai berikut :87 

l) Putusan arbitrase djtentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk 
memberikan keputusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan 
para pihak. 

2) J\pabila pihak yang kalab tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, 
maka diperlukan perintah dari pengadilan untuk melaksanakan eksekusi 
atas putusan arbitrase tcrsebut. 

3) Pm:a praktek.nya pcngakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrasc asing 
masing mcnjadi haJ yang suJit. 

4) Pada umumnya pihak-pihak yang berscngketa di arbitrase adalah 
perusahaan-perusahaan besar, oleh karena itu untuk mcmpertemukan 
kehendak parn pihak yang bersengketa dan membawanya kc badan 
arbitrase tidaklah mudah. 

86 Frans Hendra Winaita, Op. CiL , ha! 62. 
87 Ibid, hal 63. 

-- - - --;,, -
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Penjelasan 1J ndang-Undang Nomor 30 Tahw1 1999 mencgaskan bahwa 

pada kenyataannya apa yang di scbutkan dialas tidak scmuanya benar, scbab di 

negara-negara tcrtcntu proses peradilan dapat lebih cepat dari pada proses 

arbitrase. Satu-satunya kelebihan arbitrase dibandingkan dengan perad ilan adalah 

sifat kerahasiannya karena keputusann ya tidak dipubl1kasikan. Namun demikian, 

pcnyclcsaian scngkcta melalui arbitrase masih lebih diminati dari pada litiga~i , 

teru tama untuk kontrak bisnis yang bersifat international. 

Oleh karcna itu, berdasarkan cfcktivitas penggunaan arbitrase dapat 

disimpulkan bahwa pcnyclesaia:n sengketa melalui arbitrase sela lu didasarkan 

pada asumsi-asumsi sebagai berikut :u8 

1) Lebih cepat, karena putusannya bersifat final clan rnengikat, sehingga 
mengbemat waktu, biaya clan tenaga. 

2) Dilakukannya oleh ahli dibidangnya, karena arbitrasc menyediakan para 
pakar dalam bidang tertentu yang menguasai persoalan yang 
disengketakan, sehingga hasilnya (putusan arbitrasc) dapat lebih 
dipertimggungjawabkan. 

3) K.erahasiaimya te1:jamin karcna proses pemeriksaan dan putusannya tidak 
terbuka untuk umum, sehingga kegiatan usaha tidak terpengaruh. 

Dengan beberapa alasan tcrsebut arbitrase lebih disukai dan dinilai lebih 

efektif dari pada penyelesaian scngketa di pengadilan. Namun demikian, selain 

beberapa kcuntungan atas pilihan penggunaan arbitrase tcrscbut, arbitrasc 

memiliki beberapa kclcmal1an yang dapat membuat arbilrase keh ilangan baik daya 

guna (efektifitas) maupun hasil guna (efis iensinya). 

88 U11tot P. Soemartono. Finalitas Putusan Arbiter International : Analisis Pasal 52 
Konvensi LCS ID, Jurnal llmiah llmu Huktrnl "Cra llukum'', Tahun JV/No. 13, .Jakarta, 1997. hal 5. 
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d. Kewenangau Absolute Arbitrase 

Mcnurut R. V (Reglemenl of de Rechtvordering) dasar pcrtam.a untuk suatu 

arbitrase, yaitu suatu persetujuan antara dua orang atau dua pihak yang terlibat 

dalam suatu sengketa, 89 arbitrase dapat dipilih olch para pihak dalam 

menyelesaikan scngketa yang tclah tcrjadi atau kemungkinan akan timbu1. Dalam 

menyelesaikan sengketa yang telah te~jadi berkcnaan persetujuan para pihak 

sehingga lazim disebut dengan persetujuan arbitrase atau compromis. Sedangkan 

persetujuan menyangkut sengketa yang mungkin akan timbul dilakukan pada 

waktu penanda tanganan, sehingga dinamakan klausula arb.itrase atau arbitration 

clause. 

Menurut hukum Indonesia, pada hakekatnya tidak ada suatu pcrbcdaan 

antara apa yang dinamakan pcrsetujuan arbitrase dan klausula arbitrase.90 Bahkan 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam Pasal 1 tidak membedakan 

keduanya, semuanya disebut pe1:janjian arbitrase, yang mengandung makna 

klausula arbitrase yang dibuat sebelum sengketa ataupun perjanjian tersendiri 

yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Persetujuan arbitrase dan klausula 

b. . k.b I I . 91 ar 1trase mcmpunya1 a 1 at m rnm yang sama, yaitu : 

1) Persengketaan yang timbul atau yang akan timbul itu tidak akan diperiksa 
dan diputus oleh pengadilan. 

2) Persengketaan itu akm dipcriksa dan diputus olch seorang arbiter (wasit) 
atau suatu team ru;biter kedua belah pihak bcrkcwc.~jiban untuk mcmbantu 
terselenggaranya arbitrase atau peradilan wasit. 

89 R. Subekti, Arbitrase Perdagangan, (Bandung: Bina Cipta), 1984, hal 10. 
90 ibid 
91 Ibid 
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Undang-Undang membolehkan para rihak menyclcsaikan scngketa diluar 

badan pcradilan negara. Hal tcrscbut antara lain diatur dalam penjclasan Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang mcnjclaskan : '·bahwa disamping 

rcradilan negara tidak diperkenankan lagi adanya pcradi.lan-peradilan yang 

d il akukan olch bukan badan pcradilan negara ; pcnyelesaian perkara diluar 

pengadi lan alas dasar perdamaian atau mclalui wasit (arbitrage) tetap 

dipcrbo lchkan' ·. 

Pengakuan kewenangan arbitrasc ini dalam Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 1999 dirumuskan sebagai bcrikut : 

"Pengadilan negeri tidak bcrwcnang untuk mengadili scngketa para pihak 

yang telah terikat dalam pcrjanjian arbitrase'". 

Sclanjutnya daJam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

menegaskan sebagai beri kut : 

I) Adanya suatu perjanjian lertulis mcniadakan hak para pihak untuk 
mengaj ukan pcnyelesaian sengketa a tau bccla pcndapat yang tcrmuat 
dalam perjanjian ke pengadilan negeri. 

2) Pengadilan negeri waj ib mcnoJak dan lidak akan campur tangan di 
dalam suatu penyelesaian scngkcta yang lelah ditctapkan melalui 
arbitrase. kecuali dalam hal -hal tertentu yang ditctapkan dalam 
undang-undang ini. 

Dalam pcrjanjian arbitrase para pihak dapat bersepakat untuk 

menyerahkan pcnyclesaian sengketa mereka pada satu arbitrase ad hoc maupun 

pnda suatu arbitrasc institusional. 
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Arbitrase ad hoc adalah suatu arbitrase yang diadrikan untuk 

menyelesa ikan suatu sengketa tertentu saja, sedangkan suatu badan arbitrase 

institusional merupakan suatu arbitrase permancn yang mencrima tugas-tugas 

penyclcsaian sengketa bilamana ditunjuk serta dilentukan oleh pihak-pihak yang 

berperkara. Arbitrasc institusional di indonesia dilakukan olch I3adan Arbitrasc 

Nasional Indonesia (BANI). 

2.2. Pilihan Forum Arbitrasc Dalam Perjanjian Bisnis 

Sebagian besar pengusaha lebih suka menyelesaikan sengketa yang timbu] 

diantara mereka melalui arbitrase dari pada pengadilan karena bcberapa alasan. 

Errnan Rajagukguk92 mengemukakan ada enam alasan, yaitu : 

a. Pcngusaha asing lebih suka menyelesaikan sengketa melalui arbitrase di 
luar ncgeri karena menganggap sistem hukt1m dan pengadi Ian setempat 
asing bagi mereka. 

b. Pengusaha-pengusaba negara maju beranggapan hakim-hakim negara 
berkembang tidak mcnguasai sengketa-sengketa dagang yang melibatkan 
hubungan-hubungan niaga dan keuangan intemasional yang rumit. 

c. Pengusaba negara maju bcranggapan pcnyelesaian scngketa melalui 
pengadilan akan memakan waktu yang lama dan ongkos yang besar, 
karena proses pengadilan yang panjang dari tingkat pertama sampai 
dengan tingkat Mab.kamah Agung. 

d. Keengganan pcngusaha untuk menyelesaikan scngkcta didepan pcngadilan 
bertolak dari anggapan bahwa pengadihm akan bersifat SUQjektif kepada 
mereka. 

e. Pcnyelesaian sengkcta di pengadilan akan mencari s iapa yang salah dan 
siapa yang benar dan hasilnya akan mcrenggangkan hubungan dagang 
diantara mereka. Penyclcsaian sengketa melalui arbitrasc dianggap dapat 
rnelahirkan putusan yang kompromis. yang dapat diterima oleh kedua 
belah pihak yang bersengkcta. 

f. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase tcrtutup sifatnya, schingga lidak 
ada publikasi mengenai sengkcta yang timbul. Publikasi mengenaj 
sengket.a suatu yang tidak disukai oleh para pcngusaha. 

92 Erman l~adjagukuguk, Op.Cit. hal 1-3. 
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Scnada dcngan hal itu, Nonnin S. Pakpahan93 mcngcmukakan 

pertimbangan-pertimbangan para pihak didalam kontrak mcmi lih pcnyclcsaian 

sengketa sccara arbitrase adalah : 

a. Arbhrase mcmberikan kebebasan yang besar kepada para pihak. 
Disamping itu, apabi la terdapat perbedaan sistem hukum yang mcnguasai 
para pihak, arbitrasc merupakan suatu pil ihan yang tepat, karena <lengan 
memilih arb itrase mcreka dapat tcrhindar <lari adanya konflik hukum. 

b. ProsedUJ dan proses pengambilan putusan arbitrase lebib pcndek dan cepat 
disertai biaya yang relatif lcbih murah dibandingkan dengan lltigasi 
melalui pengadilan, oleh karena lidak terikal hukum acara clan bcrsifat 
konfidensiaJ sehingga kcrahasiaan putusan dapat clijarnin. 

c. Putusan arbitrase lebih ccpat untuk dieksekusi. 

Undang-Undang Nomor 30 Talmo l 999 menyatakan lembaga arbit.rase 

mcmpL111yai kclebihan dibandingkan lcmbaga peradilan, antara lain :94 

a. Dijamin kerabasiaan sengkcta para pihak; 
b. Dapat dhindari ketcrlambatan yang diakibatkan karena hal 

prosedural yang administralif. 
c. Para pihak dapat memilih arbiter yang mcnurut keyakinannya 

mempunyai pcngetahuan, pengalaman scrta latar belakang yang 
cukup mengcnai masalah yang disengkctakan, jujLU' dan adil ; 

d. Para pihak dapat mcncntukan pilihan hukum untuk menyelesaikan 
masalah serta prose dan tempat pcnyelesaian arbitrase dan 

e. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan 
dcngan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja, ataupun 
langsung dapat di laksanakan. 

Lcbih jauh Gary Goodpaster, Felix D. Soebagjo dan Fatmah Jatim95 secara 

rinci menguraikan alasan para pihak mcmilih penyelcsaian secara privat dan tidak 

memilih/mcnggunakan pcmeriksaa:n/pcnyelesaian mclalui badan perad ilan umum, 

antara lain scbagai berikut: 

93 Normin S. Pakpahan, Kata Pengantar Dalam Felix 0. Soebagyo (ed), Arhitrnse di 
Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1995. hat 7. 

94 Penjelasan Umum Undang-Undang No 30 Tahun 1999. 
95 Gary Goodpaster, Felix 0. Soebagjo dan fatrnah Jatim, Tinjauan Terhadap Arbi1rase 

Dagang Secora Umum dan Arbifrase Dagang di Indonesia. Dalam Fe lix 0. Soebagjo (ed),Op.Cil, 
hal 19-22. 
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a. Kebebasan, kcpercayaan dan keamanan 

Arbitrase pada umumnya menarik bagi para pcngusaha, pedagang dan 

investor sebab arbitrasc memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat Juas 

kcpada mcreka. Sela.in itu, sccara relatif mcmberikan rasa aman terhadap keaclaan 

tidak menentu clan ketidak pastian sehubungan dengan sistcm hukum yang 

berbeda, juga terhadap kemungkinan kepulusan hakim yang berat scbelah yang 

mclindungi kepentingan (pihak. lokal dari mereka yang terlibat da lam suatu 

sengketa). Apabila para pihak yang mcnyerahkan pokoknya kepada arbitrase 

berasal dari yurisdiksi hukum yang berbeda, misalnya dari negara berbeda atau 

negara bagian berbeda dalam sistem foderal, maka pihak yang satu mungkin tidal< 

dapat mcmahami atau mempercayai sistem hukum maupun hakim dari pihak yang 

lain. Daripada saling mempertentangkan sistem dan yurisdiksi hukum mana yang 

akan mcmutuskan, para pihak. mcmilih untuk lebih baik menyelcsaikan sengketa 

mereka dcngan menggunakan sistem hukum dan cara pcnyelesa ian yang mereka 

anggap adi l dan nelral. 

b. Kcahlian (expertise) 

Para pihak seringkali memilih arbitrase karena mereka memiliki 

kepcrcayaan yang Jebih besar pada keahlian abiter mengenal persoalan yang 

dipcrsengketakan dibandingkan jika mereka menycrahkan pcnyelesaiannya 

kepada pihak pcngadilan yang telah ditentukan. M creka dapa.t 

mengangkat/menunjuk seorang arbiter atau sualu panel arbitrase yang memiliki 

keahlian dalam bidang industri mereka dan dalam pokok persoa lan yang 
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dipersengketakan. Hal mana tidak dapat dijamin pada sistem badan peradilan 

umum. 

c. Cepat dan bcmat biaya 

Scbagai suatu proses pengamhilan kepulusan, arbitrasc scringkali Jcbih 

cepat, tidak terlalu fomrnl dan lehih murah dari pada proses litigasi di pengadilan. 

Dikatakan lebih cepat karena para pihak tidak barns menunggu dalam anlrian 

proses litigasi pcngadilan dan perkara-perkara mereka tidak mengenal 

pemeriksaan pendahuluan (preatrial) yang ekstensif, sebagaimana dilakukan 

terhadap perkara-perkara melalui pcngadilan. Sementara penyelesaian sengketa 

berlangsung, para pihak dapat tetap terns mclakukan binis mcreka tanpa pcrlu 

merasakan kekecewaan dan ket1dakpuasan yang dapat terjadi dalam suatu proses 

pcngadilan. Faktor-iaktor serupa ini membantu mengurangi biaya-biaya 

pemeriksaan. Dengan dcmikian arbitrase juga seringkali lehih murah dari pada 

litigasi, scbab tidak ada kemungkinan banding terhadap pulusi:m arbitrase, setidak­

tidaknya dalam beberapa perudang-undangan arbitrase modern. 

d. Bersifat rahasia 

Karena bcrlangsung dalam lingkungan yang bersifat privat dan bukan 

bersifat umum, arbitrase juga lebih bersifat privat dan tertutup dibandingkan 

litigasi dihadapan peradihm umum. Sifat rahasia arbitrase dapat melindungi para 

pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang merugikan akibay 

penyingkapan informasi bisnis umum. Selain itu, hal in i juga dapat melindungi 

mereka dari pub li sitas yang merug~kan dan akibat-akibatnya, seperti kehilangan 
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reputasi, bisnis, pemicu bagi tuntutan-tuntutan lainnya. masalah-masalah krcd it 

dan lain-lain yang clalam proses ajudikasi publik dapat mengakibatkan 

pcmeriksaan scngkcta tcrbuka. 

e. Bersifal non presedcn 

Dalam sislem hukum yang pnns1p presedennya rnempunyai pengaruh 

penting dalam pengambilau kcputusan, mcnyebabkan kcputusan arbitrase pada 

umumnya tidak memiliki nilai atau siJat preseden. Para pihak khawatir akan 

mcnciptakan presen yang merngikan, yang mungkin dapat mempengaruhi 

kepcntingannya di masa mendaiang. Karena itu, untuk pcrkara yang serupa 

rnungkin saja dihasilk<.u1 keputusan arbitrase yang berbeda sebab arbitrase tidak 

akan mcmberikan preseden. 

f. Kepekaan arbiter 

Ciri pcnting lainnya dari arbiter yang mcmbedakannya dengan 

pemeriksaan mclalui pengadilan adalah kepekaan/kearifan (sensibilitas) dari 

arbiter dan perangkat aturan yang akan diterapkan oleh axbiter pada perkara­

perkara yang ditanganinya. Kendatipun para hakim dan arbiter menerapkan 

ketentuan hukum untuk membantu menyelcsaikan persoalan-persoalan sengketa 

yang di.hadapinya, maka dalarn hal-haJ yang relevru1, arbiter akan memberikan 

perbatian yang besar terhadap keinginan, realitas dan praktek-praktek dagang para 

pihal. Sebaliknya pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengkcta bersifat 

publik, seringkali memanfaatkan sengkcta priva:t sebagai tcmoat untuk 

mcnonjolkan nilai-nilai masyarakat. Akibatnya, dalam menyelesaikan scngkcta 
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privat yang ditanganinya, pcrtimbangan hakim seringkali mengutamakan 

kcpentingan umurn, kepentingan privaUpribadi merupakan pertimbangan kedua. 

Arbiter pada urnumnya menerapkan pola nlai-nilai ini secara sebaliknya. Bagi 

para pihak yang bcrsengketa, hal ini berarti babwa dibandingkan dengan hakim. 

arbiter lebih mungkin mcmpc1timbangkan scngketa sebagai bcrsifat privat dari 

pada bersifat publik/umum. 

g. Pelaksanaan keputusan 

Akhirnya, bergantung pada peraturan arbitrase yang berlaku dalam 

yurisdiksi dimana para pihak meminta untuk melaksanakan keputusan arbitrasc, 

keputusan arbitrase mungkin akan Lebih mudah dilaksanakan dari pada keputusan 

pcngadilan. Hal ini dikarenakan putusan arbitrase pada umumnya dianggap final 

dan tidak dapal diajukan banding, kecuali atas dasar yang sangat khusus. Hal ini 

ada benarnya sebagai corrtoh, bilamana hukum yang berlaku dalam melalui 

pcngadilan, tetapi tidak mengizinkan pengadilan meninjau kembali pokok 

persoalan/materi (merits) dari kepulusan terscbut. Hal ini juga benar berkcnaan 

dcngan banyak kcputusan bersifat intemasional yang seringkali lebih siap 

dilaksanakan dari pada keputusan pengadilan asing, akibal adanya pcrjanjia11-

pe1:jartjian inlernasional (international treaties). 

h. Kecendrungan yang modern. 

Da lam dunia perdagangan internasional, kecendrungan yang terlihat 

adalah liberalisasi peranrran/undang-undang arbitrase untuk lcbih mendorong 

penggunaan arbitrase dari pada penyelesaian sengketa dagang mclalui badan 
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peradilan umurn. Pada umumnya, undang-undang ini dirancang untuk 

memberikan otonomi, kebebasan dan fleksihilitas sccara maksimal dalarn 

mcnyelesaikan scngkcta. f laJ ini d ilakukan dengan memherikan kcwenangan 

kepada para pihak untuk menuqjuk hukum atau prinsip-prinsip yang adil yang 

dapat diterapkan terhadap sengketa yang tc1:jadi antara mereka dan juga 

memberi kan kewcnangan kepada mcrcka untuk memilih para arbiter, sckaligus 

aturan-atLU"an prosedural yang dapal diterapkan dalam arbitrase. Hal ini hera1ti 

bahwa para pihak tidak perlu menerapkan hukum sctcmpat/domestik terhadap 

sengketa, tidak mcmcrlukan bantuan hakim pengadilan dan tidak pcrlu mematuhi 

ketenluan-ketentuan yang berkaitan dcngan proses acan berperkara di pengadilan. 

Dalam sistcm arbitrase yang efektif, arbitrase berjalan hampir seluruhnya 

diluar sistem pengadilan. Undang-Ondang arbitrase modern menun_1ang 

pclaksanaan arbitrasc dengan mengesampingkan pengawasan dan peninjauan oleh 

badan peradilan urn um terhadap kcputusan arbitrase , kecual i dalan1 hal-hal 

te1t entu. 

Pada dasarnya, undang-tmdang arbitrase modern bcrmaksud untuk 

roemb uat penetapan-penetapan arbitrasc, proses persidangan dan keputusan­

arbitrase agar mudah untuk dilaksanakan, serta sulit unluk ditenlang/dibantah dan 

ditinjau kembali. Pengakuan secara hukum oleh pen gadilan memberikan kepada 

arbitrasc ketegasan yang dikehendaki dan menciptakan bentuk-bentuk arbitrasc 

lainnya yang ditcr ima o leh para penanam modal, pedagang dan pengusal1a dalam 

penyelesaian sengketa. 
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Kelebihan-kelcbihan lembaga arbitrase dibanding lembaga peradilan 

sebagaimana tcrscbut diatas pada kenyataannya tidak scmuanya benar. Undang-

Unuang Nomor 30 Tahun 1999 mcnyadari fenomcna tersebut, antara lain 

mcncgaskan bahwa " pada kcnyatammya apa yang disebutkan diatas t idak 

semuanya benar, sebab di negara-ncgara tertcntu proses pengadilan dan lebih 

cepat dari proses peradilan dapat lebih ccpat dari proses arbitrase. Satu-satunyu 

kelcbihan arbitrasc terhadap pengadi lan adalah sifat kerahasiaan karena 

keputusannya tidak dipublikasikan.96 

Sekalipw1 kelebihan arbitra<;;e d ibancling pcradilan masih dipermasalahkan 

terutama oleh negara-negara berkembang, tctapi penye lcsaian sengketa melalui 

arbitrase masih lebih diminali dari pada litigas i, terutama uotuk kontrak bisnis 

yang bersifat intemasional. 

Dalam kontrak bisnis intemasional , manakala te1jadi sengketa para pihak 

mcrncrlukan kebcbasan pilihan, otonomi ~ kcrahasiaan dan hal itu dapat mereka 

perolch melalui arbitrase. 

Kehcndak para pihak untuk mcnyelesaikan sengketa mereka o.leh lembaga 

arbitrase, sebagai pe1janj ian tambahan yang mengikuti pe1janjian (kontrak) bisnjs, 

klausula arbitrase tcrsebut dapat memuat kehendak para pihak dalam memilih 

wati (arbiter) yang mereka inginkan, m emilih klausula yang diakui oleh Radan 

Arbitrasc Nasional (BANI) dan sifatnya standar sebagai bcrikut :97 "all dispute 

'l6 Periksa Penjelasan Umum lJndang-lJndang No. 30 Tahun 1999. 
97 R. Subekti, Arbitrase l' erdagangan, (Bandung : Bina Cipta), 1984, hal 10. 
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arising from this contract shall he finally settled under the rules of arbitration lf 

the BANI by arbitor appointment in accordance with the said rules". 

Atau runrnsan dalam Rahasa Indonesia sebagai berilrnt : 98 

''semua sengkcta yang timbul dari pe~janjian ini akan disclesikan dalam tingkat 

pertarna dan lerakhir menurut peraturan proscdur BAN I oleh arbiter yru1g ditunjuk 

oleh pcraturan tcrsebut". 

2.3. Proses Penyclcsaian Sengkcta Melalui Arbitrase Berdasarkan Undang­

Undang Nomor 30 Tahun 1999 

Guna memudahkan pembahasan, 111ckru1isme penyelesaian sengkcta 

rnelalui arbitrase dapat dibagi ke dalam bcberapa tahap : 

1) Tahap sebclum arbilrasc (pre arbitral phase). 

Arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa yang didasarkan pada 

kesepakatan para pihak, maka persyaralan fundamental pertama yang harus 

dipenuhi sebelum proses arbitrasc dimulai adalah keharusan adanya perjanjian 

arbilrase yang sah antara para pihak untuk menyerahkan sengketa yang terjadi 

atau yang akan te1jadi kepada arbitrase. Pcrsyaratan kedua adaJah bahwa sengkcta 

tersebut haruslah sengketa yang ahitrable. 

Apa yang dimaksud dengan sengkcta yang dapat diselcsaikan melal ui 

arbitrase, kctentuan dalam Rv mcnycbutnya sccara kategoris, yajtu scngketa 

9s Ibid 
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mengcnai hak yang menurnt hukum dikuasai sepenulmya oleh pihak-pihak yang 

bersangkulan (Pasal 615 Rv). Ketentuan scdcmikian tetap dipertahankan dalam 

Undang-Undang Arbitrase baru, tctapi dcngan mcnambahkan sengketa di bidang 

perdagangan (Pa-;al 5 angka 1 ). Dengan dernik ian sengkcta yang tidak termasuk 

kategori ini tid1:1k dapat diserahkan penyelesaiannya kepada arbitrase. 

Penambahan atau penegasan sengketa perdagangan yang dicantumkan 

dalam Undang-Undang Arbitrase barn mempunyai arti pcnting, karena menurut 

Konvensi New York 1958, putusan arbitrase asing yang dapat diminta untuk 

diakui dan di laksanakan berdasarkan ketentuan konvensi in i adalah putusan 

arbitrase mengenai sengketa yang menurut Undang-Undang domestik dianggap 

scbagai sengketa komersial.99 

Mengenai persyaratan pettama, sesuai dengan ketenluan yang berlaku 

maka suatu pc1:janjian arbitrase dikatakan sah apabila memenuhi persyaratan yang 

berlaku pada pe1:janjian pada lllnumnya (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata), yaitu : 

a. Kcsepakatan para pihak; 

b. Kecakapan untuk membuat pc1:janjian; 

c. Suatu hal tertentu; 

d. Suatu sebab yang halal; 

Untuk perjanjian pada umumnya undang-undang ti<lak mcnsyaratkan suatu 

pe1janjian dilakukan dalam bentuk tc1tentu. Jadi dapat dilakukan secara tertulis 

99 Pasal II New York convention 011 the recognition and Enforcement of Foreign /\rbitral 
Awards. 
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atau tidak tcrtulis. Tctapi untuk pc1:ian_pan arbitrase harus dilakukan secara 

te1tulis. Bahkan menurut Undang-Undang haru pc~1an.J1an m·hitrase dapat 

dilakukan dalam bentuk pertukaran surat dengan menggunakan telcks, telegram, 

faksimili, e-mail atau dalam sarana telekomunikasi lainnya (Pasal 4 Ayat 3). 

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut lJndang-Undang 

arbitrasc barn menurut pcnulis memuat ketentuan yang lebih maj u j ika 

dibandingkan dengan Rv, bahkan dari Konvensi New York. 100 Begitu pula 

ketentuan tersebut dapat mengatasi kelemahan hukum acara pcrdata yang kini 

berlaku yang tidak mengenal atau tidak mengakui al.at hukt i sedemikian. 

Perjanjian arbitrase dapat dilakukan sebelum munculnya sengketa, berupa 

klausula arbitrase (arbitration clause) yang diintegrasikan dalam naskah 

pe1janjian pokok, atau dapat dilakukan setelah scngketa yang muncul, yang hiasa 

dikenal sebagai submission agreement atau compromis. Berdasarkan kedua 

bcntuk perjanjian arbitrasc ini maka persyaratan tertulis dalam perjanjian arbitrasc 

hanya mempunyai arti penting dalam hentuknya yang terakhir, karena untuk 

bentuknya yang pertama dengan sendirinya sudah berbentuk te1tulis. Karena ia 

hanya merupakm1 salah satu klausula dalam pe1janjia11 pokoknya. 

Walaupun para pihak telah menyapakali penyelesaian sengkcta yang 

muncul atau yang akan muncul, dilakukan melalui arbitrase, namun umun1 dalam 

praktik bahwa ketika sengketa muncul tidak serta merta sengketa terscbut 

100 Dalam Konvensi New York I t/58 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian 
tertulis adalah klausula arbitrase dimuat dalam suatu kontrak atau suatu pe1janjian yang 
ditandatangani oleh para pihak atau yang dimuat dalam pertukaran sural atau telegram (Pasal 11 
Ayat 2). 
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diajukan kcpacla arbitrase. Para pi hak umumnya terlcbib dahulu berusaha 

menyelesaikan scngkcta tersebut melalui ncgosiasi, baik dengan atau tanpa 

keikutscrtaan pihak ketiga. Praktik pcnyclesaian sengkcta scdcmikian nampaknya 

merupakan alasan mengapa dalam banyak klausula arbitrasc ditemui hal 

sedemikian. Karena itu dapat dikatakan, Jembaga arbitrase merupakan the last 

resort for dispute resolution, ketika cara-cara mela lui ncgosiasi, mediasi dan 

konsiliasi gagal mencapai kesepakatan. 

llal lain yang perlu mendapat pcrhatian dalam tahap ini adalah mengenaj 

bentuk arbitrasc yang akan dipilih para p ihak. Sebagaimana dikemukakan dimuka 

bentuk arbitrase dapat bcrupa arbitrase ad hoc atau arbitrase i.nstitusional. 

Bcrkcnaan dengan ini maka pada awal perjanjian perlu discpakati bentuk arbitrase 

yang mana yang dipilih para pihak agar tidak menimbulkan kerancuan 

dikemudian hari bila timbul scngketa diantara para pihak yang mengadakan 

pcrjanjian bisnis. 

Terdapat beberapa keuntungan dalam memilih arbitrase institusional. 

Pertama, setiap arbitrase institusional menyediakan model klausula arbitrase yang 

dapat digw1akan para pihak sebagai acuan dalam membuat kJausula arbitrasc. 101 

Bagi pelaku bisn is kctersediaan model kJausula ini sangat membantu jika 

dibandingkan membuat sendiri, karena untuk sampai pada pcrumusan yang 

disepakali umumnya tidak selalu mu<lah. 

101 ICC Rules Misalnya, Klausula t\rbilrasc Dirumuskan Dalam Tujuh Bahasa, Inggris, 
Prancis, Jennnn, Italia, Spanyol, Arab dao Jepang. 
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Kedua, setiap arbitrase institusional memilik1 atunm prosedural (rules!} 

yang memberi gambaran bagaimana proses arbitrase akan berlangsung dibawah 

arbitrase institusional tersebut, mukri dari tahap awal sampai tahap akhir proses 

arbitrase. Aturan ini mengikat para pihak manakala telah menyapakati tunduk 

pada aturan proseduraJ tersebul. Karena itu dengan tersedianya aturan prosedural 

ini para pihak sudah dapat mcmperkirakan bagaimana proses arbitrase akan 

berlangsung, bahkan dalam beberapa hal dapat memprediksi hasil yang 

diinginkan. 102 

Ketiga, setiap arbitrase institusional menycdiakan daftar para arbitor 

dengan berbagai keahlian. Dengan demikian daftar ini membantu para pihak 

dalam memilih para arbitor yang akan dipili11 sesuai dengan kepentingan atas 

sengketa yang dihadapi. 

Kecmpat, tidak kalah pcntinganya adalah arbitrase institusional dilengkapi 

oleh staff administrasi yang membantu para pihak, misalnya dalam pengiriman 

panggilan, surat mcnyurat dan pcngiriman dokumen lainnya serta mcmbantu 

persidangan arbitrase misalnya dalam membuat minuta-minuta persidangan, 

pengiriman surat panggilan dan sebagainya. 

Arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat privat, 

maka dalan1 pemilihan arbiter pun harus mendapat kesepakatan para pihak. 

Arbiter dapat bersifat majelis maupun arbiter tunggal. Dalam hal para pihak 

102 Prediktibilitas Scrta Kepaslian Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Merupakan Salah 
Satu KeunggulaJJ Pu la Arbitrase lnstitusional, Lihat M. Hussyein Umar dan A. Supriyani Karclono, 
Hukum dan f,embaga Arbitrase di Indonesia, Elips, Jakaita, 1995, hal 2. 
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menycpakati rnajclis arbitor, prosedur yang lazim ditempuh adalah rnasing-

masi.ng pihak mengajukan seorang calon arbilor dan kemuclian kedua arbitor yang 

diajukan oleh masing-masing pihak mcroilih arbitor ketiga meajadi ketua. 

Untuk S(!mpai pada pemilihan arbiter yang disepakati para pihak prosesnya 

tidak sclalu mudah. Karena itu Undang-Undang Arbitrase Baru clan bcrbagai 

al.uran prosedural yang berlaku dalam berbagai arbitrase institusional membcri 

jalan apabila proses tcrsebut mengalami kebuntuhan. 

2) Tahap J\rhitrase {Arbitral Phase) 

Jika kesepakatan untuk menyeles(!ikan sengketa melalui arbitrase telah 

dicapai dan para pihak tclah pula bersepakat mcngenai pemi lihan dan 

pengangkatan arbiter maka ini memasuki tahap arbitrase yaitu proses pemeriksaan 

yang dilakukan oleh arbiter. Dalaro kaitan ini pcrlu segera dikcmu~ karena 

arbitrasc merup¥an mekanisme pcnyclcsaian sengketa yang bersifat privat, m.aka 

para pihak mempunyai kebebasan pula dalam menentukan bagaimana prosedur 

pcnyelesaian sengketa akan dila.kukan. Dengan kata lain yurisdiksi dan 

mekanismc penyelesaian sengkcta arbitrase tergantung pada keinginan para pihak 

yru1g tertuang dalam suatu pe1janj ian baik berupa Arbitration Clause maupun 

submission Agreement. Hal ini berbeda dcngan prosedur pcnyelesaian sengketa 

melalui pengadi lan, yang lazim digambarkan sebagai ready-made court 

procedures. ' 03 

103 Alain f lantcy, International Arbitration in a Changing World, Kluwer Law and 
Taxation. Dcventer Boston, 1993, hal 73. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 6/3/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)6/3/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Citra Bakti Pangaribuan - Kewenangan Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan PT…..



61 ' 

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan dalam kedua bagian di atas, maka 

tepat yang dikatakan Yan Den Berg dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa: 

"The party also has the initiative to start and to finish a procedure if 
necessary in consultation with the other party. Party autonomy essential 
for substantive law, would be seriously effected if its procedural 
counterpart were neglected". 104 

Kcbebasan para pihak dalam menentukan bagaimana proses arbitrase yang 

diinginkan, juga berarti bahwa para pihak mcmpunyai kcbebasan untuk 

menyepakati penggunaan prosedur arbitrase yang berlaku pada arbitrase 

institusional tertentu. Seperti dikatakan di rnuka, setiap arbitrase institusional 

memi liki aturan prosedural yang memberi gambaran bagaimana proses arbitrase 

akan bcrlangsung dibawah arbitrasc institusional tersebut. mulai dari tahap awal 

sampai tal1ap ak.hir proses arbitrase. Aturan ini rnengikat para pihak manakala 

tclah rncnycpakati tunduka pada aturan prosedural tersebut. Karena itu dcngan 

tersedianya aturan prosedural ini dapat membantu para pihak dalam menentukan 

bagaimana proses arbitrase akan berlangsung sesuai yang rnercka inginkru1 . 

.Tika para pihak mcnentukan mengenai prosedur arbitrase yan hendak 

digunakan, maka menurut Undang-Undang Arbitrase bru·u, arbiter atau majelis 

arbitrase yang telah dibentuk akan menyelesaikan scngketa yang discrahkan 

kepadanya berdasarkan undang-undru1g tersebut dan apabi la para pihak tidak 

menentukan jru1gka waktu penyelesaian sengketa dan tempat arbitrase, kedua hal 

tcrsebut akan ditentukan oleh arbiter atau majelis arb iter. 

3) Tahap sesudah arbitrasc (post arbitral phase) 

10~ A.J. Van Den Berg, R. Van Deldcn & I LI. Sn ijdt: rs, Netherlands Arbitration La-w, 
Kluwer Law & Taxation, Deventer, Boston, hal 19 
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Yang dimaksud dengan tahap sesudah arbitrase adalah tahap setelah 

putusan arbitrasc dijatuhkan. Tcrdapat dua kcmungkinan situasi yang te~jadi pada 

putusan arbitrasc. Kemungkinan pcrtama, pihak yang dinyatakan kalah 

mclaksanakan putusan terscbut secara sukarcla, karena itu sengkcta yang tcrjadi 

betul-hetul berakhir (.~·ettled). Kcmungkimm kedua adalah pihak tersebut mcnolak 

untuk melaksanakan putusan arbitrase, meskipun disepakati bahwa putusan 

arbitrase bersifat mcngikat dan final. 

Dalam l\cadaan yang tcrakhir ini, maka meskipun arbitrase didasarkan 

pada perjanjian para pihak dan diselesaikan oleh dan berdasar prosedur yang 

disepakati bcrsama, namun dalam pelaksanaannya perlu keterlibatan pihak ketiga, 

yakni pengadi lan manakala pihak yang dinyatakan kalah tidak mematuhi secara 

sukarela putusan arbitrase. 

Mengenai pclaksanaan putusan arbitrase dalam Undang-Undang Arbitrase 

Raru diatur sebagai bcrikut : 

a. Untuk putusan arbitrase nasional (Pasal 59 s.d Pasal 64). 

1. Lcmbar asli atau sa li nan otentuk putusan arbitrase harus discrahkan 

dan didaftarkan olch arbiter atau kuasanya k.epada Panitera 

Pengadilan Negeri paling lambal 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 

putusan diucapkan. 

2. Lembar asli atau salinan otentik pengangkatan sebagai arbiter 

cliscrahkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan 

Negeri. 
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3. Pengadilan Negeri memeriksa apakah putusan arbitrase memenuhi 

ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 serta tidak berlentangan dengan 

kesusilaan dan ketcrtiban mnum, dalam bal ketentuan di atas tidak 

dipcnuhi. Ketua pcngadilan mcnolak permohonan eksekusi dan 

putusan penolakan lersehut tidak lerbuka upaya hukum apapun. 

4. Jika ketentuan tersebut dipenuh i dan salah satu pihak tidak 

melaksanakan putusan arbitrase sccara sukarcla maka atar 

pcrmintaan salah satu pihak Pengadilan Negeri memerintahkan 

pelaksanaan putusan arbitrase. 

b. Untuk putusan arbitrasc institusional (Pasal 65 sampai dcngan Pasal 69). 

Putusan arbitrase internasional juga tjdalc dapat dilakukan secara scrta 

merta, tetapi masih memerlukan pcngakuan dari Pcngadian Negeri Jakarta Pusat 

(Pasal 65). Digunakan istilah "pengakuan" karena mengingat sifat putusan 

arbitrase adalah "final", jadi yang diperlukan adalah pengakuan agar putusan 

tersebut dapat dilal(sanakan atau dicksekusi. 

Selanjutnya dalam Pasal 66 diatur secara rinci mengenai persyaratan dari 

putusan arbitrase internasional untuk dapal dilaksanakan di wilayah hukum 

Republik Lndonesia adalah: 

1) Putusan arbitrase internasi onal dijatuhkan oleh arbi ter atau majelis 

arbitrasc di suatu negara yang dengan ncgara lndonesia tcrikat pada 

pe1janjian, baik secara bilateral rnaupun multilateral, mengenai pengakuan 

dan peJaksanaan putusan arbitrase international; 
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2) Putusan arbitrasc intemasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

terbatas pada putusan yang menurut kctentuan hukum Indonesia tcnnasuk 

dalam ruang lingkup hukum perdag<mgan; 

3) Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

hanya dapat dilaksanakan di Indones ia apabila putusan tersebut tidam 

bcrtcntan.gru1 dengan ketertibru1 umum; 

4) Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah 

memperoleh eksekutor dari Ketua Pcngadiln Negeri Jakarta Pusat, dan 

5) Putusan arbitrase intemasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang 

menyangkut Negar Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam 

sengketa, hanya dapat dilaksanakan sctclab memperoleh eksekutor dari 

Mahkamah Agung Repub1ik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan 

kepada Ketua Pengadilan Ncgeri Jakarta Pusal. 

Terhadap putusan pcngadilan yang mengakuti putusan arbitrase 

internasional tidak dapat dimintakan banding atau kasasi, tetapi terhadap putusan 

pcngadilan yang menolah putusan arbilrase intcmasional dapal diajukan kasasi 

dcngan ketentuan terhadap kasasi tersebut tidak dapat diaj ukan upaya pcrlawanan. 

2.4. Kcwenangan Pengadilan Dalam Arbitrasc 

Pengadilan mempunyai bebcrapa kewenangan terkait dengan arbitrasc. 

Dalam ha] ini, dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang 

mcncantwnkan beberapa peranan pengadilan di Indonesia w1tuk mcmperkuat 

- -- .. - .----, 
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proses arbitrase dari awal proses arbitrase dimulai sampai pelaksanaan putusan 

b. b IOS ar 1lrase terse ut. · 

Dalam proses awal arbitrase dcngan adanya suatu pcrjanjian arbitrase 

da lam bentuk tertulis, maka menghi langkan hak para pihak untuk mcngajukan 

penyelesaian sengketa atau beda pendapal yang tcrrnuat dalam pe1janjiannya ke 

pengadilan negeri. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Ayat (I) 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sebagai berikut: 

' 'Adanya suatu perjanjian arbitrase tc11ulis meniadakan hak para pihak 

untuk mengajukan penyclesaian sengketa atau bcda pcndapat yang termuat 

dalam pe1janjiannya ke pengadilan ncgeri" . 

Sedangkan dalam Pasal 11 Ayat (2) Undang-U ndang Nomor 30 Tahw1 

1999 menyatakan bahwa : 

"Pengadi lan negeri waj ib menolak dan tidak akan campur tangan dalarn 

suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, 

kecuali dalam hal-hal terlentu yang ditctapkan dalam undang-undang ini". 

Dengan adanya Pasal 11 ayat (2) Vndang-U ndang Nomor 30 Tahun 1999 

ini, maka pada intinya pengadiJan negcri wajib mcnolak dan menyatakan tidak 

akan campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan 

rncla lui arbitrase kecuali hal-hal tertentu yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 1999. Lcbih jauh lagi, pada Pasal 13 Ayat ( l) Undang-Undang Nomor 

105 Erman Rajagukguk, Arbitrase datum !'utusan I'engadilan, (Jakarta : Chandra 
Pratama). 200 1, hal 9. 
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Menumt Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. 

terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila cukup alasan dan cukup 

bukti autcntik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan mclakukan 

tugasnya secara tidak bebas dan akan berpihak da lam mengambil keputusan. 

Lebih j aug lagi, tuntutan ingkar terhadap scorang arbiter dapal pula dilaksanakan 

j ika terdapat bukti adanya hubungan kekeluargaan, kcuangan atau pcke1jaan 

dengan salah satu pihak atau kuasanya. Flal ini seperti yang tcrcantum dalam 

Pasal 22 Ayal (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan 

sebagai berikul: 

"Tuntutan ingkar tcrhadap scorang arbiter dapat pula dilaksanakan apabila 

terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekei:jaan dengan 

salab satu pihak atau kuasanya". 

Dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-tJndang Nomor 30 Tahun 1999 

menyatakan sebagai berikut : 

"Hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri 

diaj ukan kepada Panitera Pcngadilan Ncgeri yang bersangkutan". 

Jika tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pibak tidak disetujui 

oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bcrsedia mengundurkan diri, 

pihak yang berkepentingan dapat mcngajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan 

Negeri yang putusannya mengikat kcdua pihak, dan tidak dapat diaj ukan 

perlawanan. llal ini sesuai dengan yang tcrcantum dalam Pasal 25 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai berikut: 
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"Dalam hat tuntulan ingkar yang d iajukan olch salah satu pihak tidak 

d iselujui olch pihak lain d~Ul arbiter yang bcrsangkutan tidak bersedia 

mcngundurkan diri, pihak yang berkepenlingan dapat mengaj ukan tuntutan 

kcpada Kelua PengadiJan Negeri yang purusannya mengikat kedua pihak 

clan tidak dapat diajukan perlawanan". 

Jika Kctua Pengadilan Ncgcri mem utuskan bahwa tuntutan ingkar sesuai 

dcngan Pasal 25 Ayat (I) Undang-Undang Nomor 30 Tahun I 999 tersebut di atas 

beralasan, maka diangkatlah seorang arbiter pcngganti sebagaimana yang berlaku 

untuk pcngangkatan arbiter yang digantikan. Hal ini sesuai dcngan yang d iatur 

da]am Pasal 25 J\yat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahtm 1999 sebagai berikut : 

" Dalam hal Ketua Pengad ilan Negeri memutuskan babwa tuntutan 

sebagaimana dimaksud dalam Ayat (I) bcralasan, seorang arbiter 

pengganti harus diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku untuk 

pengangkatan arbiter yang di gantikan". 

Namun mcnurut Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999, dalam hal Ketua Pengadilan Ncgcri menolak tuntutan ingkar. arbiter 

melanjulkan tugasnya. Peranan lain dari Pcngadilan Negeri merupakan tempat 

pendaftiuan putusan arbitrase dalam rangka pelaksanaan putusan mbitrase 

nasional. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 59 Ayat (1) Ondang­

Undang No 30 Tahun 1999, scbagai bcrikut: 

''Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitu11g sejak tanggal 

putusan diucapkan, lcmhar as li atau salinan autentik putusan arbitrase 

---~ 
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diserahkan dan didaftarkan olch arbiter atau kuasanya kcpada Panitera 

Pengadilan Negeri". 

Penyerahan dan pendaftarnn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terscbut dilakukan dengan pencatatan dan 

penandatanganan pada bagian akhir atau dipinggir putusan oleh Panitcra 

Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan dan catatan 

tersebut merupakan akta pcndaftaran. Hal ini scsuai dengan yang tercantum dalan1 

Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sebaga1 bcrikut: 

"Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (I), 

dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau 

dipinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau 

kuasanya yang mcnyerahkan dan catatan tersbeut merupakan akta 

pendaftaran". 

Arbitrase mcrupakan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. 

Diperlukan bantuan pengadilan dalam rangka mencgakkan klausula arbitrase agar 

institusi ini bisa efoktif dan diakui oleh hukum nasional maupun internasional. 

Adm1ya kesepakatan para pihak melalui klausula arbitrase menyebabkan 

pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili. Beberapa putusan 

Mahkamah Agung menunjuk yurisprudensi yang telah mengakui legal effect yang 

mcmberi kewenangan absolut bag1 arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang 

timbul dari perjanjian ym1g berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya sesuai yang digariskan Pasa] 1338 KU I I Perdata. 
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Dari data putusan-putusan pengadilan umumnya mcnyatakan tidak 

berwenang memeriksa dan mengadili sengketa bi la para pihak telah memilih 

penyelesaian sengkcta mclalui arbitrasc. Dcngan demikia pcngadilan mendorong 

penyelesaian sengkcta perkara mcla!ui arbitrase. 

'l'iclak jarang salah satu pihak rnengajukan gugatan kcpada pihak yang lain 

padahal dalam perjanjian telah dipilih badan arbhrase yang akan menyelesaikan 

scngketa para pihak. Dalarn keadaan dc1T1ikjan pengadilan kadang-kadang 

mcnganggap salah satu pihak telah melepaskan klausula arbitrase, apalagi bila 

pihak lawan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan. 

Schubungan dengan itu Mahkamah Agung R l Arpeni Pratama Ocean l .ine 

Melawan PT. Shorea Ma Mcnyatakan bahwa melepaskan klausula arbitrase harus 

dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua 

helah pihak. 

2.5. Putusan Arbitrase Bersifat Final and Binding 

Mcmpakan hal yang umum dalarn klausul arbitrase dinyatakan bahwa 

putusannya "tcrakhi r dan mcngikat" atau ''.final and 8inding''. Dalam konteks ini, 

mengikat berarti para pihak bermaksud bahwa putusan arbitrase ak:an 

menyelesaikan sengketa dan dapat ditegakkan melalui pengadilan nasional 

tcrhadap pihak yang kalah. Hal ni bukan mcrupakan nasihat dimana para pihak 

dapat bcbas untuk mengabaikannya~ melainkan mcrupakan suatu paksaanyang 

harus dilaati oleh para pihak. Aclrnn dimana pulusan lerakhir harus dia1tikan 

bahwa putusan tersebut tidak akan diperiksa lagi oleh pengadilan. 

~ --- ·- . ----- " 
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f3ahkan, jika para pibak tidak mcnyatakan bahwa pulusannya Lerakhir dan 

mengikal, mcrcka dapat mcncapai hasil yang sama dcngan menggunakan aluran­

aturan BJ\.NI, ICC dan institusi-inst itusi lain. J\.turan BJ\.NT dan lCC mcnyatakan 

buhwa sctiap putusan mengikat para pihak dan dengan mengambi l aturan-aturan 

tcrsebut maka para pihak mclepaskan (waive) huknya untuk berbagai bcntuk jalan 

l.ain (recourse) sc.Jama pelcpasan tcrsebut dibuat dcngan sah. 

Dengan memasukkan kata-kata "tcrakhir clan mengikat" (jlnaL and 

Binding) maka sctiap scngkcta akan diselesaikan olch arbitrase yang putusannya 

mcngikat dan para pihak pada dasarnya mcnyatakan hahwa mcrcka bermaksud 

agar putusan ini ditcgakkan oleh pengadilan tanpa harus diperiksa kembali dasar­

dasar putusan. Hal ini merupakan ketentuan penting dan tcrutama j ika aturan­

aturan lcmbaga arbitrase tidak digunakan (Arbi trase ad hoc) . 

.J adi berbeda dengan putusan badan peradilan yang masih dapat diajukan 

banding clan kasasi~ putusan arbitrase, baik y~u1g cliputuskan olcb arbitrase ad-hoc 

maup un 1embaga arb itrase adalah merupakan putusan pada tingkat akhir (final) 

dan karcnanya secara Jangsung mengikat (binding) bagi para pibak. 

Pun1san majelis arbitrase mempunyai kekuatan cksckusi maka dalam 

waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan majelis arbitrase 

diucapkan, lembar asli atau salinan autcntik putusan arbitrasc diserahkan dan 

didallarkan oleh a rbiter atau kuasanya kepada panitera pengadi lan ncgcri. Dalam 

ha l para pihak tidak melaksanakan putusan urbitrasc secara sukarela, putusan 

" 
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mclaksanakan bcrdasarkan perinlab ketua pcngadilan negeri atas pctmohonan 

sa lah satu pihak yang bersengkcta. 

2.6. Bentuk dan Sifat Perjanjian Arbitrase 

Pe1janjian arbit:rase merupakan persctujuan dan bentuknya tertul is M. 

Yahya Harahap mengemukakan : "pcrjanjian arbitrase yang berbentuk lisan, 

dianggap Lidak sah dan tidak mengikat, pcrjanjian secara Lisan dianggap "tidak 

pcrnah ada" alau never existed". 106 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam Pasal 1 Angka 3 secara 

tegas (expressis verbis) menyatakan bahwa: 

"pe1janjian arhitrasc tercanlum dalam pcrjanjian tertuli s yang dibuat para 

pihak". 

Dengan demikian ketentuan pasal 1 angka 3 tidak mengenal perJru1Jian 

arbitrase dalam bentuk lisan. Pasal tcrsebut j uga mcndukung bebcrapa kelenturu1 

yang terdapat dalam berbagai konvensi. Pasal 17 Uncitral Model Law 1985 

menegaskan, pe1janjia11 arbitrase dapat bcrbentuk klausula yang dituangkan 

bersama dalam perjanjian pokok atau dalam pcrjanjian tersendiri yang tcrpisah 

dan setiap pe1janjian arbitrase harus dibual dalam bentuk tertulis. Juga dalam 

pasal II Ayat 1 Konvensi New York 1958 menegaskan, setiap pe1:janj ian arbitrasc 

yang diakui sah dan mengikat adalah yang dituangkan dalam bentuk tertulis (an 

106 M. Yahya 1 larahap,Op.Cit, hal I 02. 
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aweement in writing). Sclanjulnya dalam ayat 2 menjabarkan pengelian tertulis 

scbagai berikut : 

"the tem agreement in wriling shall include an arbitral clause in a contract or an 

arbotration agreement, signed by the parties or contained in exchanged of lei/er 

or telegram". 

Pcrjanjian arbitrase sifatnya assesor atau tambahan. Pe~janj ian arbitrase 

tidak mempcrsoalkan pclaksanaan perjanjian, tetapi hanya mcmpersoalkan 

masalah cara dan lembaga yang berwcnang menyelesaikan perselisihan yang 

te1jad i antara para pihak yang mengadakan pe1janjian sebagai perjanjian 

tambahan, ia bergantung kepada pcrjanjian pokok, yakni perjanjian dibidang 

perdagangan, artinya perjanjian arbitrase ada bilamana terdapat perjanjian pokok, 

para pihak tidak mungkin mengadakru1 ikatan pe1janjian a:rbitrasc, apabila tidal<. 

terdapat perjanjian pokok. 

Secara lcbih tegas, M Yahya llarahap mcnyatakan "bahwa perjanjian a:rbitrasc 

hanya merupakan pe1:janjian asesor yang berisi. persyaratan khusus mengenai cara 

pcnyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian pokok". 107 

Pe1:janj ian arbitrase bcrlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang 

membuatnya, sepru1jru1g perjanjian terscbut sah menurut hukum. Sya.hnya suatu 

pe1janjian harus mcmenuhi syarat-syarat yang ditcntukan dalam Pasal 1320 KUI l 

Pcrdata. Scmua persctujuan yang dibuat sccma undru1g-undang berlaku sebagai 

107 Ibid, hal 96. 
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undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam ilmu hukum azas tersebu 

dikenal scbaga azas Pacta Sunt Servanda . 

Pe~janjian arbitrase tersebut mengikat kcdua belah p ihak, kecuali kedua 

belah pihak sepakat unluk mcniaclakannya. Sccara hukum peniaclaan tersebut juga 

harus di lakukan dalam perjanjian tcrtulis, praktek hul<um menghcndaki pelepasan 

atau peniadaan pe~janjian arbitrase secara tcrtulis, sehingga tidak menimbulkan 

kcragu-raguan. 

Pasal 1338 KUH Perdata selanjutnya menegaskan, persetujuan itu tidak 

dapat ditarik kembali selain kcsepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan­

alasan yang ditcntukan Undang-Undang. 

a. Isi Perjanjian Arbitrase 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak membcdakan antara 

klausula arbitrase dan akta kompromis, keduanya disebut sebagai pe1janjian 

arbitrase. Tsi rw1rnsan atau formulasi pe1janjian arbitrase dapat dilakukan oleh 

para pihak. J lal-hal yang boleh dicantumkan dalarn pc~j anj ian antara Jain sebagai 

berikul: 

a) Tidak mclampaui pe1:janjian pokok; 

b) Isi klausula boleh secar umum; 

c) Klausula arbitrase secara rinci, 

d) Klausula "binding opinion''. 

--.- -- ·- -~ 
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Klausula ··'binding opinion" berisi permintaan nasihat atau pendapat dari 

arbitrase dan bukan meminta pemeriksaan dan memutus pcrsclisihan. 

Sehubungan dcngan isi pe~janjian arbitrase perlu diperhatikan kctentuan 

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menegaskan, bahwa 

sengkela dibidang pcrdagangan dan mengenai hak yang mcnurnt hukum pcraturan 

penmdang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang berscngketa, 

sedangkan sengkela yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga ai-bitrase adalah 

sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan 

perdamaian. 

Pasal 616 Rv secara lebih tegas menguraikannya, rumusan pasal tersehut 

mengatakan, bahwa adalah tidak diperkenankan untuk mcngadakan suatu 

persetujuan arbitrase mengenai soal alimentasi (nafkah), perceraian atau 

perpisahan meja dan tempat mengenai sengketa dimana ketentuan hukum 

melarang diadakan suatu perjanjian perdamaian. 

Klausula arbitrase yang sifatnya standar telah diakui BANI adalah sebagai 

berikut: 

"semua sengkcta yang timbul dari pcrjanjian ini akan diselesaikan dalam 

tingkat pertama dan tcrakhir mcnurut peraturan prosedur BANI oleh 

arbiter yang ditunjuk olch pcraturan tcrsebut". 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 6/3/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)6/3/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Citra Bakti Pangaribuan - Kewenangan Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan PT…..



. --;: 'P' -- -

76 

"All dLspute arising from this contrect shall be _finally settled under the 

rules of arbilralion of the BANI by arbitrator appoinment in accordance 

with the said rules". 

b. Tujuan Pcrumusan Klausula Arbitrase Dalam Pcrjanjian Bisnis 

Petjanjian arbitrase selalu disebut klausula arbitase, ia merupakan 

pedanjian lambahan atau "assesor" yang melengkapi pe1janji.an pokok. Klausula 

arbitrase dapat berupa pe~janjian yang sederhana dan dapat juga lebih terinci 

dalam mengatur segala syarat-syarat arbitrase. Perumusan pe1janjian arbitrase 

tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan/pcncrapan proses arbitrase manakala 

benar-bcnar tc~jadi sengketa. 

Klausula arbitrase yang dirumuskan secara terinci akan mcnghindari 

berbagai hambatan dalam proses arbitrase. Apabila perumusan dibuat secar 

terinci, maka para pihak lebih mudah memantau dan menentukan apakah suatu 

keadaan atau tindakan yang dilakukan salah satu pihak tcrmasuk kedalam 

kerangka pcrjanj ian arbitrase. Sekaligus pula hal itu memberi pegangan yang 

lebih pasti bagi anggota arbiter untuk menentukan kewenangan d;m penyelesaian 

persclisihan. 

Suatu pc1janjian arbitrase yang memuat klausula yang tcrpcr.inci sekali 

atau mcndetail adakalanya menghambat kegiatan dan dinamika para pihak dalam 

melaksanakan pe~janjian. Sehingga timbul sikap kaku dan terlampau hati-hati, 

karena takut terjebak kepada salah satu syarat yang disebut dalam klausula. 

Klausula arbitrase yang paling berdaya guna ialah klausula yang rincian rumusnya 
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bcrsifat "moderasi" . Klausula yang seperti ini, hanya mernmuskan rincian pokok­

pokok saja, yak.ni ia hanya scpcrlunya yang dikaitkan dengan ruang lingkup 

pe1:janjian pokok. J:-lal-hal pokok yang mcnjadi perselisihan saja yang dirinci 

klausula. 

Untuk mencegah diterapkannya prosedur litigasi dan untuk mcnghindari 

kejutan-k~j utan yang tidak menyenangkan bilamana arbitrasc dilangsungkan, para 

pihak harus menyusun klausula-klausula arbitrasc dengan cermat. 

2.7. Pelaksanaan Klausula Arbitrase Dalam Per.ian,jian Uisnis 

Kegiatan bisnis yang dilakukan para pelaku usaha dengan tujuan 

memenuhi kebutuhan ekonomi. Hubugan bisnis tersebut akan diatur dalam 

pe1j:mjia (kontrak), sehinga hak dan kewajiban, prcstasi dan kontra prestasi 

masing-masing pihak menjadi jelas. Dengan dcmikian hubungan bisnis terscbut 

sekaligus merupakan hubungan kontraktull. Sclain itu para piak dapat 

mengadakan perjanjian tambahan (assesor) terhadap kemungkinan timbulnya 

sengketa (dispute atau d{[ferent), bahwa mereka bersepakat untuk 

mcnyelesaikannya melalui forum arbitrase. 

Hubungan kontraktuil diatur dalam perjanjian pokok, sedangkan pilihan 

forum arbitrasc scbagai perjanjian tambahan diatur dalam klausula arbitrase. Oleh 

karena itu setiap pc1janjian atau kontrak mempunyai arti penting, paling tidak 

akan diketahui hal-hal sebagai berikut :108 

108 I lasanuddin Rahman, legal Drafting, (Bandung : Citra Aditya Bakti), 2000, hal 3. 
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Untuk mengetahui perikatan apa yang di la.kukn dan kapan sc11a dimana 
kontrak tcrsebut dilakukan: 
Untuk mengctahui sccarn jelas siapa yang saling mengikatkan dirinya 
tersebut dalam kontrak dimaksud; 
Untuk mengetahui hak dan kcwajiban para pihak, apa yang barus, apa 
yang boleh dan apa yang tidak bolch dilakukan oleh para pihak; 
Untuk mengetahui syarat-syarat berlakunya konlrak tersebut; 
Ontuk mengetahui cara-cara yang dipilib untuk menyelesaikan 
perselisihan dan domisili hukum yang dipi lih h ila tc1:jadi pcrselisihan para 
pihak. 

Ketentuan tentang pilihan dan penyelesaian itu tidaJ< menyangkut 

pelaksanaan pe1JanJ1an, ia merupakan pctjanj ian lambahan mengenal 

"perselisihan" pe~j anjian. Dcngan demikian letaknya bukan pada masalah 

pelaksanaan perjanjian tetapi berhubungan dengan penyelesaiao sengketa 

perjaitjian. 

Perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase merupakan kescpakatan para 

pihak tcntang cara penyelesaian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang. 

Oleh karenanya pe1janjian arbitrasc tidak melihal pada pe~janjiai1 pokok, tetapi 

tcrlcpas clan merupakan tambahan yang didekatkan pacla pe~janjian pokok. 

Kebcradaan pe~janjian asesor tcrscbut sifalnya assesor atau lambahan dari 

perjanj ian pokok dan sama sekali tidak mcmpengaruhi pelaksru1aan pe~janjian 

pokok. 

Tanpa klausula arbitrasc, pemenuhan pc1janjian pokok tidak terhalang. 

Tetapi ia bcrpongaiuh terhadap cara penyelesaian sengketa manakala te1jadi 

perselisiban. ketiadaan klausula rbitrase berakbiat perscli sihan para pihak menjadi 

kewenangan absolut pcradilan umum sebagai badan pcradilan negara. 
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Suatu perjanjian yang discrtai dcngan klausula arbitrase. maka ketentuan 

dalam klausula arbitrase benar-benar dilaksanakan dan sengkcta mcreka 

diselcsaikan mclalui forum arbitrasc. Dcngan dcmikian klausula arb itrase akan 

mernainkan peranannya manakala bcnar-benar timbul sengketa mengcnai 

pc1janjian pokok. Sengketa mereka akan dipcriksa dan diputus oleh lemhaga 

arbitrasc scsuai wewcnang yang dibcrikan kepaclanya sebagaimana diatur dalam 

klausula arbitrase. 

Jadi. perJanJian pokok dapat bcrdiri scndiri dcngan scmpuma tanpa 

pc~janj ian arbitrase. Sebaliknya tanpa adanya pc~janjian pokok para pibak tidak 

mungkin mengadakan petjanjian arbitrasc, bcrdasarkan hal-hal terscbut maka 

dapat dinyatakan : 

I) Perjanjian arbitrase atau klausula arbilrase bcrsifat assesor. 

2) Pcrjanjian arbitrase tidak nmngkin bcrdiri sendiri. 

3) Perjanjian arbitrase berfungsi manakala timbul sengketa (pcrselisihan). 

Dalam k<>ntrak bisnis terutama yang bcrsofat transnasional hampir sclalui 

diikuti pc~janjian atau klausula arbitrasc, artinya pcrjanjian (kontrak) hisnis 

tcrscbut dilengkapi pcrsetujuan arbitrase. 

Perjanjian arbitrase tersebut selalu dalam bentuk tertulis, dengan demikian 

pcijanjian arbitrase yang berbentuk lisan dianggap tidak sah dan tidak mengikat. 

Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 secara expressis verbis 

menyatakan bahwa: pe1janjian arbitrasc tercantum dalam pe~jarrjian tcrtulis yang 

dibuat para pihak". 

- - ·- ,_ 
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Ketcntuan Pasal 1 angka (3) U ndang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga 

mcndukung kctcntuan dalam UNCTTRAL Model Law maupun Konvensi New 

York 1958. 

Berdasarkru1 Konvensi New York, negara peserta konvcnsi sepakat untuk 

mengakui an agreement in writing (suatu pcrjanjian tc11uli s) bagi penyelesaian 

sengkcta sualu "pe1janjian tertulis", artinya suatu "klausula arbitrase dalam suatu 

kontrak atau perjanjian arbitrasc ditanda tangani oleh para pihak atau dimuat 

dalam surat mcnyurat atau telegram". 

Klausula atau pe1janjian arbitrase harus mcmuat :109 

a. Masalah yang diperscngketakan; 
b. Nama lengkap dan tempal tinggaJ para pihak; 
c. Nama lengkap clan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrasc~ 
d. Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil kcputusan; 
e. Na.ma lengkap sekretaris; 
f. Jangka waktu penyelcsaian sengketa; 
g. Pcrnyataan kesed1aan dari ~u·biter, dan 
h. Pernyataru1 kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk mcnanggung 

segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian scngketa melalui 
arbitrase, 

Kcbcradaan klausuJa arbitrase dalam perJanJian pokok memberikan 

kcwenangan absolut bagi arbitrase untuk memeriksa dan mcngadili sengkela 

tersebut. Pengakuan kewenangan arbitrase dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-

UndangNomor 30 Tahun 1999. 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mcnegaskan "Pengadilan 

Negcri tidak berwenang unluk mengadili sengketa para pihak yang tclah terikat 

109 Pcriksa Pasal 9 Ayat (3) Undang-lJndang No 30 Tahun 1999. 
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dalam perJfillJian arbitrase. Lebih jauh ditegaskan lagi oleh Pasal 11 Undang-

Undar1g Nomor 30 Tahun 1999 sebagai berikut : 

a) AdMya suatu pci:1an.1an tertulis meniadakan hak para pihak untuk 

mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang tc1111uat 

dalam perjanjian ke Pengadilan Negcri. 

b) Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam 

penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecual i 

dalam hal-hal tertentu. 

Pilihan forum arbitrasc dalam pe1:janjian atau klausula arbitrase menunjuk 

kepada lembaga yfillg berwenar1g selain itu diikuti bebcrapa ketentuan yang 

mengatur earn atau proses itu dijalankan. Cara arbitrase itu dijalankan setidak-

tidaknya disimpulkan dar·i rumusan hukum yar1g dipilih dalam menyelesaikan 

sengketa, earn penunjukkan arbiter atau majelis arbitrasc dan kepada siapa biaya-

biaya ar-bitrase dibebankan. 

Dengan demikian klausula ar·bitrase akan menjadi penunjuk ar·ah atau 

pemar1du bagaimana persoalan sengketa harus diselesaikan. Dalam kaitan ini 

Sudar-go Gautar11a 110 menyatakan bahwa : 

" .. . klausula arhitrase menjadi dasar- dari pada segala wewenar1g para arbiter untuk 

mcmutuskan pcrsoalan sengketa bersangkutan". 

110 Sudargo Gautama, Kesulitan Dalam Menyusun Pe1:janjian Arbitrase Dagang 
International, Dalam Majalah llukum dan Pembangunan l'Jomor 5, Tahun ke- XVII, Oktober 
1987. 
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Ennan Radjagukguk 111 juga memberikan komentar atas klausula arbitrase, 

antara lain scbagai berikut, "bahwa klausula arbitrase tidak hanya basis bagi 

arbitrase. tctapi juga amat mcnentukan bagi terwujudnya arbitrase,,. 

KlausuJa arbitrase dibuat atas dasar kehcndak para pihak. kchcndak­

k.ehenclak ilu mcliputi : 

a) Proses yang clipilih secara sukarela; 

b) Diserahkan kepada arbiter yang netral yang dipilih olch mereka sendiri; 

c) Scjak semula mercka menyctujui putusan tersebut sebagai 'final and 

Binding". 

Bagi kontrak Dagang Transnasional klausula mcmpunyai penman yang 

penting, oleh karena berhubungan dengan pihak-pihak yang mempunyaj sistem 

hukum yang berbeda. Dengan l<lausula arbitrase, maka kepentingan dua pibak 

dijembatani, para pihak merasa aman clan terhindar dari tidak dimengerti oleh 

salah satu pihak. 

Dengan demikian dapat dinyatakan klausula arbitrase mempunyai peranan 

sebagai basis yang merupakan dasar dari scgala wewenang arbiter untuk 

mcnyelcsaikan persoalan sengketa yang bersangkutan. Tanpa klausula arbilrnse 

scngketa para pihak rncnjadi yurisdiksi peradilan umum untuk mcmeriksa clan 

mcnyelesaikan sengketa tersebut. 

Sebagai basis arbitrase, klausula arbitrasc pcrjanjian dirumuskan scbagai 

bcrikut: 

111 Brman Racljagukgik, Op.Cit. hal 89. 

- - .. - --.-
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1. Rumusan dari BAN I 

Semua sengketa yang timbul dari pe~1an_pan ini, akan disclesaikan dan 

diputus oleh Bada.n Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut 

peratura.n-peraturan. Prosedur arbitrase BA.NJ yang keputusannya 

mengikat kedua belab pihak yang bersengketa, sebagai keputusan dalarn 

tingkat pertama dan terakhir. 

2. Rumusan dari UNClTRAL Arbitration Rules : 

"any dispute, controver.\y or claim arising out .tr or relating to this 

contract, or he breach, termination or invalidity thereof, shall he settled by 

arbitration in accordance with the UNCJTRAf, Arbitration Rule as at 

present in.force''. 

3. Rumusan dari International Chamber of Commerce (ICC) yang 

berkedudukan di Paris. 

"all disputes, arising in connection with the present contract shall he 

.finally settled under the rules <d'cc"mciliation and arbitration of the JCC by 

one or more arbitration appointed in accordance with the said rules". 

4. Rumusan dari SIAC rules. 

"any dispute arising out of or in connection with this contract, including 

m~y question regarding its exislance, vafidi~y or termination, shall be 

referred to andfinally resolved by arbitration in Singapore in accordance 

with the arbitration for the time being in force which rules are deemed to 

be incorporated by reference into this clause ". 

5. Rumusan dari Netherlands Arbitrage Institute. 
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"All disputes arisinK in connection with the present contract f()r jitrther 

contract resulting lhereo_l shall be finally seflled by arbitration in 

accordance with the rules (lNetherlandv Arbitration Institute". 

6. Rumusan dari Korean Commercial Arbitration Association. 

"all dfaputes, contoversies or dlfferences which may arise between the 

parties, out of or in relation j(J or in connection with this contract, or of 

the breach there(~[, shall be finally settled by arbitration in Seoul, Korea in 

accordance with the commercial Arbitration Rules of the Korena 

Commercial Arbitration Association and under the laws of Korea. The 

award rendered by the arbitration shall be final and binding upon both 

parties concerned". 

Apabila tidak ada klausula-klausula tersebut, para pihak yang bersengketa 

dapat juga mengajukan ke arbitrase melalui kescpakatan bersama secara tertulis 

setelah timbul sengketa. Hal tersebut dikenal dengan istilah "submission clause", 

yaitu klausula arbitrase yang discpakati sebagai tata cara menyelesaikan sengketa 

yang timbul kemudian hari. Klausula arbitrase itu mernpakan sumber filsafat, 

sumber hukum dan sumber yurisdiksi bagi semua pihak yang terkait dalam suatu 

sengketa yimg diselesaikan melalui arbitrase - ADR. Oleh karena. itu ada 

perbedaan antara : 

a) General Arbitration Clause, yang bertujuan meliputi semua scngketa yang 

timbul dari hubungan kontrak antara para pihak. 

- --- -- --
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b) Restricted Arbilration Clause, yaitu yang mclipuli scgala bentuk sengketa 

kccual i scngketa-sengketa tertcntu tidak diselesaikan melalui arbitrase -

ADR. 

c) Narrow Arbitration Clause, yaitu hanya scngketa-sengkcta tertentu saja 

yang dapat diselesaikan mela lui arbilrasc ADR. 
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METODE PENELITIAN 

Menurut Soerjono Soekanto bahwa : 1 

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu 
masalah sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun 
dan tuntas terhadap suatu gejala untuk meoambah pengetahuan manusia, 
maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan 
tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan 
penelitian. 

"penelitian adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode pencarian 

asas sesuatu (inquiry) secara sistematis dengan adanya penekanan bahwa 

pencarian ini dimana dilakukan terhadap suatu masalah-masalah yang dapat 

dipecahkan.2 Yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum 

tertentu denganjalan menganalisanya".3 

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi "pene.litian atau research adalah usaha 

untuk: menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan 

usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah".4 

Salah satunya adalab melalui kegiatan ilmiah, seperti peneUtian dimana 

dalam penelitian tersebut akan mencari data atau bahan-bahan yang dapat 

dipergunakan untuk penulisan ilmiab. Dimana data adalah merupakan gejala yang 

1 Soerjono Sockanto, Op. Cit, hal 6. 
2 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1998, ha! 13. 
3 Soe1jono Soekanto, Op. Cit, hal 43. 
4 Sutrisno I ladi, Metode Research .filid 1, (Yogyakarta : Penerbit Andi), 2000, hal 4. 
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akan dicari untuk diteliti, gejala yang diamati oleh pcneliti dan hasil pencatatan 

terhadap gejala yang diamati oleh peneliti".5 

3.1. Jenis dan sifat penelitian 

Penelitian ini jenisnya Penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis 

Normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan atau 

kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.6 Bentuk dari basil 

penelitian ini akan dituangkan secara deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin manusia, 

keadaan atau gejala-gejala lainnya, 7 yang dalam hat ini dibatasi rnengenai peranan 

pengadilan dalam hal penyelesaian sengketa kepemilikan PT Televisi Pendidikan 

Indonesia yang memuat klausula arbitrase. 

Penelitian bersifat Deskriptif analitis yaitu merupakan penelitian yang 

bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, 

kelompok atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu terjadi.8 

Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan 

dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab penelitian.9 

5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Peran Penggunaan Perpustakaan di dalam 
penelitian Hukum, (Jakarta : PDHUT), 1979, hal l. 

6 Johnny Ibrahim, teori dan metodologi penelitian hukum normatif, (Malang 
Banyumedia publishing), 2008, hal 295. 

7 Soei:jono Soekanto, pengantarpenelitian hukum, (Jakarta: Ul press), 2006, hal 10. 
8 Riru1to Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta : Granit), 2000, hal 58. 
9 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir ke-20, (Bandung: Alumni), 

1994, hal 101. 
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Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat metode berpikir 

deduktif ke induktif yang menggambarkan dan menguraikan tentang peranan 

pcngadilan dalam ha! penyelesaian sengketa kepemilikan PT Televisi Pendidikan 

Indonesia (TPI) yang memuat klausula arbitrase. 

3.2. Sumber Data 

Dalarn penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang 

dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan. Di dalam 

penelitian hukum, data sekunder terdiri dari : 

1. Bahan hukum primer 

Bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan 

dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat secara yuridis, yaitu : 

1. Kitab undang-undang Hukum perdata 

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Altematif 

Penyelesaian Sengketa 

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakirnan 

4. Reglement op de rechtsvordering (Rv) dan Herzien Indische Reglement 

(HIR) atau Reglement Indonesia yang diperbaharui dan peraturan 

perundang-undangan lain yang berkaitan dengan arbitrase. 
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2. Bahan hukum sekunder 

Yang merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan 

hukum primer dan dapat membantu menganalisis scrta memahami bahan-bahan 

hukum primer, yang terdiri dari : 

1. Buku-buku literatur 

2. Putusan-putusan pengadilan negeri dan mahkamah agung 

3. Jumal-jumal hukllln yang berkaitan dengan arbitrase 

4. Makalah-makalah/laporan penelitian 

5. Artikel-artikel, media massa dan internet. 

3. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain­

lain. 

3.3. Metode pengumpulan data 

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan 

sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang 

diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Metode 

Pengumpulan data ada 2 (dua) yaitu metode studi pustaka (l.ibrary research) dan 

metode studi lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini, diperoleh dari studi pustaka (1.ibrary research), peraturan 
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perundang-undangan, catatan hukum, putusan hakim, dikumpulkan dan dikaji 

guna menentukan relevansinya dcngan kebutuhan dan rumusan rnasalah. 

3.4. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa data 

kualitatif, dimana data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat 

dilakukan pengukuran. Akan tctapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

serta pandangan informasi untuk menjawab permasalahn tesis ini. 

Analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif, dengan cara penarikan 

data dari induktif ke deduktif dalam ari apa yang dinyatakan oleh sasaran 

penelitian yang bersangkutan secara tertulis, lisan dan perilaku nyata. 

. ., ~ 
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5.1. Kcsimpulan 

BABV 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil peneJi tian dan pembahasan sebagaimana yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimplkan beberapa hal, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Arbitrase selai n berperan untuk menyelesaikan sengketa hak: juga berperan 

untuk menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan. Adapun kegiatan 

dalam bidang perdagangan itu antara lain: perniagaan, perbankan, 

keuangan, penanaman modal, industri dan hak milik intelektual. Sengketa 

di bidang perdagangan yang dalam perjanjiannnya memuat klausul 

arbitrase maka merupakan kewenangan menjadi kewenangan arbitrase. 

Pengadilan hanya berwenang (memiliki kompetensi) dalam prosedur 

arbitrase dalam hal penunjukan arbiter, pembatalan putusan arbitrase dan 

Eksekusi Putusan Arbitrase. 

2. Pertimbangan hukum Pengadilan pada tingkat Banding, Kasasi dan 

Peni~jauan Kembali tidak tepat, Seharusnya pengadilan mengakui 

kompetensi absolut (kewenangan mutlak) lembaga arbitrase. Hakim pada 

tingkat Pertama, Kasasi dan Peni~jauan kembali dalam perkara ini karena 

jabatannya pada pertimbangannya harusnya menolak mengadili perkara ini 
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karena para pihak dalam perjanjiannya telah mencantumkan klausul 

arbitrase, sehingga harus dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara. 

3. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini, sebab sudah jclas dan 

tegas bahwasannya para pihak mencantumkan klausul arbitrase pada 

perjanjiannya dan bahwa sengketa yang terjacti diantara para pihak adalal1 

sengketa perdagangan di bidang investasi atau penanaman modal yang 

menimbulkan suatu perbuatan Melawan Hukum. Sikap Pengadilan yang 

menerima penyelesaian sengketa ini telah melanggar ketentuan Undang­

Undang Nomor 30 Tahtm 1999 Tentang Arbitrase dan Altematif 

Penyelesain Sengkseta 

5.2. Saran 

1. Untuk menghindari pcnyelesaian sengkcta secara berlarut-larut, maka 

pilihan forum arbirase yang dipilih harus dirumuskan secara cermat, jelas 

clan lengkap, seyogyanya sewaktu harus merumuskan kehendak para 

pihak, sebaiknya memuat klausul arbitrase yang komprehensif artinya 

bahwa forum arbitrase sebagai penyelesaian sengketa terhadap selunih 

sengketa yang terjadi ctikemudian hari ctiantara para pihak. 

2. Penyelesaian sengketa melaJ ui arbitrase merupakan rei1eksi kesepakatan 

para pihak, sehingga harus dihormati dan diberdayakan eksistensinya. 

3. Pengadilan agar menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus 

sengketa bilmana para pihak sebelumnya telah mencantumkan klausul 
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arbitrase pada perjanjiannya dan agar para 1Iakim-Hakim di Pengadilan 

lebib meningkatkan kompetensi dan profesionaHsme bi lamana dihadapkan 

untuk mengadili suatu sengketa yang didalamnya mcmuat klausul arbitrase 

pada pe1:janjiannya sebagai forwn pcnyelesaian scngkcta. 
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